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MOTO

“...dan penuhilah janji!
Sebab janji itu akan diminta pertanggungan jawabnya.”
(Terjemahan Surat Al-Israa’ Ayat 34)°

“ Listrik untuk kehidupan yang lebih baik”
(Moto PT.PLN (Persero))™

* Surtn, Bachtiar. 1976, Ferjemah dom Tafsir Al-Qtiran 30 Juz. Bandung © FA. Sumatra
= PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timwr, 200, Huku Pancuon Lisieik Jowa Timur. Surnbayva
Pro Fajar
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RINGKASAN

Hubungan hukum antara PT.PLN (Persero) dengan pelanggan listrik
tegangan rendah didasari oleh Pemanjian Jual Beli Tenaga Listnk Dalam
pelaksanaan perjanjian tersebut tentumya tidak lepas dari berbagai persoalan.
Persoalan terbesar vang dihadapi oleh PT PLN (Persero) Distrbust fawa Timur
Area Pelavanan dan Jaringan Situbondo saat ini adalah semakin besar jumlah
pelanggan yang tidak membayar tagihan listrik tepat waktu. Dengan adanya
jumlah pemungpakan vang besar, PT.PLN (Persero) merasa perlu untuk
mengambil langkah antisipasi untuk mengurangi kerugian vang harus ditanggung,
salah satu diantaranya adalah melakukan pemutusan aliran listrik

Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan permasalahan vaitu apa
dasar hukum vang digunakan oleh PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Arca
Pelayanan dan Jaringan Situbondo dalam melakukan pemutusan alivan histrik
terhadap pelanggan listnk tegangan rendabh, bagaimana mekanmisme pemutusan
aliran listrik oleh PT.PLN (Persero). dan apa akibat hukum pemutusan aliran
listrik oleh PT.PLN (Persero) terhadap pelanggan listrik tegangan rendah.

Penulisan skripsi ini mempunyai tjuan utama yaitu untuk mengetahui
akibal hukum pemutusan aliran listrik oleh PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa
Timur Area Pelayanan dan Janngan Situbondo terhadap pelanggan listnik
tegangan rendah.

Metode pendekatan yang digumakan adalah yuridis normatil. Bahan
hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder, Metode pengumpulan bahan hukum adalah dengan
melakukan studi literatur dan studi lapangan, serta analisis terhadap bahan hukum
dengan menggunakan metode desknptif kualitatif, kemudian penankan
kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif

Tindakan pemutusan aliran histrik dilakukan oleh PT_PLN (Persero) karena
pelanggan telah melakukan wanprestasi berupa tidak membayar tagihan listnk
tepat waktu, Sclain dilakukan pemutusan aliran listrik, pelanggan juga dikcnai
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sanksi yaitu membayar biaya keterlambatan untuk setiap bulan keterlambatan,
Pemutusan aliran listrik yang dilakukan oleh PT.PLN (Persero) didahului dengan
dilakukan pemutusan sementara kepada pelanggan yang tidak membayar tagihan
listrik tepat waktu, kemudian dilanjutkan pemutusan rampung kepada pelanggan
vang menunggak selama 3 (tiga) bulan berturut-turut . Adanya pemutusan aliran
listrik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) akan menimbulkan akibat hukum
tertentu baik bagi PT PLN (Persero) maupun bagi pelangean.

Kesimpulan yang didapat dari pembahasan adalah dasar hukum yang
digunakan oleh PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Arca Pelayanan dan
Jaringan Situbondo dalam melakukan pemutusan aliran listrik terhadap pelanggan
listrik tegangan rendah yaitu pasal 11 Pegjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.
Berdasarkan pasal tersebut, PT.PLN (Persero) melakukan pemutusan aliran listrik
karena pelanggan tidak membayar tagihan listrik tepat waktu. Selain dilakukan
pemutusan aliran listrik, pelanggan tersebut juga harus membayar biaya
keterlambatan. Dalam melakukan pemutusan aliran listrik, PT.PLN (Persero)
mempunyal mekanisme sendini yailu untuk pertama kali dilakukan pemberian
Sural Pemberitahuan Pelaksanaan Pemwtusan Sementara, kemudian pemberian
Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Rampung Saat pemberian kedua
surat tersebut sekaligus dilakukan pemutusan aliran listrik. Adanya pemutusan
aliran listrik tersebut akan menimbulkan akibat hukum tertentu bagi kedua belah
pihak. Sebaiknya PT.PLN dalam memberikan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan
Pemutusan Sementara maupun Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pelaksanaan
Pemutusan Rampung, tidak sekaligus melaksanaan pemutusan sementara maupun

rampung.

XV
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Megara Indonesia sebagai negara hukum, bertujuan untuk mencapai
masyarakat adil dan makmur, merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 Negara tidak hanya memeclibara ketertiban
masyarakat, akan tetapi lebih dari itu yaitu berkewajiban turut serta dalam semua
sektor kehidupan masyarakat.

Keikutsertaan negara dalam sepala sektor kehidupan mayarakat ditetapkan
sebagai tujuan negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia keempat
menyebutkan bahwa :

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara
indonesia vang melindungi segenap banpgsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia vanp
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka
disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-
Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam sustu susunan
MNegara Republik Indonesia yvang berkedudukan rakyat dengan berdasar
kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam  Permusyawaratan/Perwakilan, serta  dengan
mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keterlibatan negara dalam pembangunan dibidang ekonomi melalui
BUMN dilandasi oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 setelah mengalami
perubahan amandemen keempat yang disabkan pada tanggal 10 Agusmus 2002,
yvang menyatakan bahwa

(1) Pereckonomian disusun sebapai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagt negara dan yang menguasa
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkadung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
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(4) Perekonomian nasional disclenpggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelamjutan, berwawasan lmgkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam
undang-undang.

Perusahaan-perusahaan Negara yang menguasai hajat hidup oranp banyak
disebut juga sebapai pelayan umum (public service) vaitu perusahaan atau BUMN
vang memiliki tugas untk melayani kepentingan umum. Seperti Perusahaan
Listrik Negara, Perusahaan Telekomunikasi, dan Pertamina,

Perusahaan Listrik Negara untuk selanjutnya disebut PT.PLN (Persero)
merupakan suatu perusahaan negara vang memberikan pelayanan jasa dibidang
kelistrikan di Indonesia. PT.PLN (Persero) sebagai public service berusaha untuk
memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam hal tersedianya
tenaga listrik yang bermutu dan andal. Undang-undang Nomor 15 tahun 1985
tentang Ketenagalistrikan pasal 1 angka 2 menycbutkan :

“Tenaga Listrik adalah salah satu bentuk energi sekunder vang dibangkitkan,

ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, dan

bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi atau isyarat™.

Pengpunaan tenaga listrik saat imi sudah menjadi kebutuhan primer bagi
masyarakat. Hal mi dapat dilihat pada keadaan masyarakat baik di desa maupun
di kota akan ketergantungan terhadap listrik. Listrik mempunyai peranan yang
sangat penting dalam menunjang lancamya mobilitas masyarakat Indonesia dalam
hal penerangan di malam han sehingga memberikan rasa keamanan dan
kenyamanan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitasnya Penerangan sangat
dibutuhkan bagi masyarakat khususnya mereka vang hidup di wilayah terpencil.
Selain sebagal penerangan, tenaga listrik juga dapat digunakan untuk membantu
kelancaran kerja masyarakat sehingga menjadi lebih mudah dan memberikan
kenyamanan bagi pekerja, misalnya dalam dunia industri, tenaga listrik digunakan
untuk mengperakkan mesin-mesin. Tenaga listrik jupa digunakan untuk

menghidupkan televisi, radio, lemari es. pendingin ruangan, dan lain-lain.
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Tenaga listrik yang telah diproduksi kemudian ditransmisikan dan
didistribusikan kepada masyarakat pengguna vang discbut konsumen atau
pelanggan. Dalam pasal | ayat (1) angka 2 Keputusan Direksi PT.PLN (Persero)
Nomer 336 K/010/DIR/2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga
Listrik Yang Disediakan Oleh PT PLN (Persero) dijelaskan bahwa “Pelanggan
adalah setiap orang atau Badan Usaha atau Badan/l.embaga lainnya yang
memakai Tenaga Listrik dari instalasi PLN berdasarkan alas hak vang sah.”

PT.PLN (Persero) membagi pelanggan menjadi beberapa golongan vaitu
golongan sosial, golongan rumah langga, golongan bisnis, golongan industri,
golongan kantor pemerintah dan fasilitas umum, golongan traksi, dan golongan
curah (bulk). Pembagian pelanggan terscbut didasarkan pada golongan tarif yang
masing-masing berbeda. Golongan pelanggan yang ada di PT.PLN (Persero)
Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo sebagian besar
berasal dari golongan rumah tangga vaitu sekitar 156.728 pelanggan atau sekitar
93% dari keseluruhan pelanggan vang berjumlah 167498 pelanggan (hasil
wawancara dengan Bapak Rasid, Asman Administrasi Pelayanan Pelanggan,
tanggal 11 April 2006).

Hubungan hukum yang terjadi antara PT PLN (Persero) dengan pelanggan
didasari oleh suatu perjanjian. Perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih lainnya (pasal
1313 KUH Perdata). Perjanjian antara PT PLN (Persero) dan pelanggan disebut
dengan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.

Penjanpian Jual Beli Tenaga Listrik tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian
baku (standart confract) artinya perjanjian itu telah disiapkan dan ditetapkan
terleih dahulu secara sepihak oleh PT PLN (Persero), sehingga pelanggan vang
memanfaatkan tenaga histrik harus menyetujui klausula-klausula yang terdapat di
dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tersebut_

Hak dan kewajiban konsumen atau pelanggan secara umum diatur dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (entang Perlindungan Konsumen.
sedangkan secara Khusus tercantum dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik,

salah satu diantaranya adalah kewajiban membayar harga jual tenaga listrik sesuai
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dengan pemakaian pelanggan yang tercantum dalam rekening listrik setiap
bulannya.

Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ity sendiri tentunya tidak
lepas dari berbagai persoalan. Adanya persoalan tersebut bisa berasal dari salah
satu pihak ataupun keduanya. Persoalan terbesar vang dihadapi oleh PT PLN
{Persero) Distribusi Jawa timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo saat ini
adalah semakin besarnya jumlah pelanggan yang tidak mematuhi kewajiban
membavar tagihan listrik sesuai dengan waktu vang telah ditentukan atau disebut
menunggak. Hal ini bisa dikarenakan beberapa sehab schingga kewajiban ini tidak
dipenuhinya.

Adanya jumlah penunggakan yang besar menyebabkan PT_PLN (Persero)
merasa perfu untuk mengambil langkah antisipasi terhadap kerugian vang harus
ditanggung. Langkah antisipasi PT PI.N (Persero) tersebut salah satu diantaranya
adalah melaksanakan haknya untuk melakukan pemutusan aliran listrik terhadap
pelanggan yang memunggak Dalam melakukan tindakan pemutusan ahiran listrik
tersebut PT.PLN (Persero) telah mempunyai dasar hukum dan mekanisme
lersendiri. Berdasarkan uraian vang telah dipaparkan tersebut. maka penulis
berkeinginan untuk menuangkannya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi
dengan judul “AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN ALIRAN LISTRIK OLEH
PT.PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR ARFA PELAYANAN
DAN JARINGAN SITUBONDO TERHADAP PELANGGAN LISTRIK
TEGANGAN RENDAH".

1.2 Ruang Lingkup

Untuk menghindari adanva salah pengertian dari pokok permasalahan
yang ada dalam penulisan skripsi ini, maka diadakan pembatasan ruang lingkup
pembahasannya. Ruang lingkup penulisan skripsi in1 adalah terkait dengan akibat
hukum pemutusan aliran listrik oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo.
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1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan vang akan
dibahas dalam skripsi ini adalah :

I) Apa dasar hukum vang digunakan oleh PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa
Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo dalam melakukan pemutusan
aliran listrik terhadap pelanggan listrik tegangan rendah?

2) Bagaimana mekanisme pemutusan aliran listrik oleh PTPLN (Persero)
Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo terhadap
pelanggan listrik tegangan rendah?

3) Apa akibat hukum pemutusan aliran hstrik oleh PT.PLN (Persero) Distribusi
Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo terhadap pelanggan listrik
tegangan rendah?

1.4 Tujuan Penulisan
Setiap penulisan yang bersifat ilmiah harus memiliki tujuan tertentu,
sgperti halnya dalam penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan pokok yaitu

tujuan umum dan tujuan khusus.

141 Tujuan Umum
Tujuan umum dan penulisan skripsi ini adalah

I) untuk memenuhi dan melengkapi salah satu pokok persyaratan vang bersifat
akademis guna mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas
Jember,

2) sebagai upaya untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh
selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;,

3) wntuk kepentingan pembangunan dan sumbangan pemikiran dalam
pemahaman di bidang hukum.
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1.4.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus dan penulisan skripsi i adalah :

1) untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh PT.PLN (Persero)
Distribusi  lawa Timur Area Pelayanan Situbondo dalam melakukan
pemutusan aliran listrik terhadap pelangpan listrik tegangan rendaly:

2) untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemutusan aliran listrik oleh
PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Situbondo terhadap
pelanggan listrik tegangan rendah:

3) untuk mengetahwi akibat hukum pemutusan aliran lisink oleh PT.PLN
(Persero) Distmibusi Jawa Timur Area Pelayanan Situbondo terhadap
pelanggan histnk tegangan rendah.

1.5 Metode Penulisan

Setiap penulisan karya tulis vang bersifat ilmiah diperlukan suat
metodologl agar penganalisaan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan
benar, sehingpa dihasilkan tulisan vang mendekati kebenaran optimal dan
berbobot. Adapun metodologl yang digunakan dalam penulisan skripsi i adalah
sebagai berikut.

1.5.1 Pendeckatan Masalah

Metode pendekatan masalah vanpg digunakan dalam penulisan skripsi mi
adalah metode yundis normatif Menurut Soemitro (1990 : 10) metode yuridis
normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu suatu cara meneliti dengan
memberikan suatu analisis tentang permasalahan dengan menggunakan sumber

dala sekunder yaitu suatu peraturan perundang-undangan dan teori hukum
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1.52 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulisan skripsi ini terdiri dari dua bahan
hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
a. Bahan Hukum Primer

Soemitro (1990 : 11) mengatakan bahwa Bahan Hukum Primer adalah
bahan dasar atau bahan asli yang didapat dengan membaca peraturan dasar,
peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang
Nomor & Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Bahan Hukum Sekunder

Menurut Soemitro (1990 : 12) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-
bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu
menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum ini diperoleh
dan hasil-hasil penelitian orang lain. literatur-literatur yang mendukung untuk

membahas permasalahan.

1.53 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum
scbhagai berikut
a. Studi Literatur

Studi literatur merupakan metode pengumpulan bahan hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti dan mempelajari buku-buku literatur, peraturan
perundang-undangan yang berlaku, majalah, vang erat kaitannya dengan masalah
vang akan dibahas.
b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan bahan hukum yang
diperoleh di lapangan yang dilakukan melalui wawancara (inferview) dengan
mstansi terkait dalam hal ini adalah PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo.
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.54 Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian disusun dan selanjutnya
dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu cara
memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan vang didasarkan atas peraturan
perundang-undangan atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Setelah menganalisis bahan hukum, maka ditarik kesimpulan dengan
menggunakan metode deduktif yaitu metode penarikan kesimpulan vang dimulai
dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.
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BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

PT.PLN (Persero) merupakan suatu perusahaan negara yang bergerak
dibidang kelistrikan. PT.PLN (Persero) sebagai public service berusaha untuk
memberikan pelavanan yang terbaik kcpada masyarakat dalam hal tersedianya
tenaga listrik yang bermutu dan andal. Tenaga listnk yang telah diproduksi
kemudian ditransmisikan dan didistribusikan kepada masyarakat pengguna yang
discbut pelanggan. Hubungan hukum yang terjadi antara PT.PLN (Persero)
dengan pelanggan didasarkan atas suatu perjanjian vang disebut Perjanjian Jual
Beli Tenaga Listnk. Berdasackan perjanjian tersebut PT.PLN (Persero)
merupakan pihak yang berkewajiban untuk menyerahkan suatu kebendaan berupa
alitan listrik, sedangkan pelanggan adalah pihak yang berkewajiban membayar
harga yang tercantum dalam rekening listrik setiap bulannya.

PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan
Situbondo terdin dari lima unit yaitu Unit Jaringan Panarukan, Unit Pelayanan
Panarukan, Unit Pelayanan dan Janngan Besuki, Unil Pelayanan dan Jaringan
Asembagus, dan Unit Pelayanan dan Jaringan Bondowoso. Jumlah pelanggan
terbesar berasal dan golongan rumah tangga. Di PT.PLN (Persero) Distribusi
Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo, Unit Pelayanan Panarukan
jumiah pelanggan saat ini adalah 60.119, sekitar 93 % atau sekitar 55.865 adalah
pelanggan golongan rumah tangga, dan sekitar 7 % atau 4254 adalah dan
golongan pelanggan lainnya (lihat hal. 26- 28). Penunggakan hampir dilakukan
oleh setiap golongan pelanggan. Pada PT.PLN (Persero) Distnbusi Jawa Timur
Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo, Unit Pelayanan Panarukan penunggakan
mencapai 9,3 % atau sekitar 5611 penunggakan adalah berasal dari golongan

9
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rumah tangga, sedangkan 0,6 % atau sekitar 404 penunggakan berasal dari
golongan pelanggan lainnya (lihat hal 26-28).

Banyaknya penunggakan pelangpan listrik terutama vang berasal dan
golongan rumah tanggs tentunya akan mempengarihi kerugian vang harus
ditanggung oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan
Jaringan Situbondo. Oleh karena itw. PTPLN (Persera) merasa perlu untuk
melakukan suatu tindakan antisipasi untuk mengurangi kerugian yang lebih besar.
Salah satu tindakannya adalah berupa tindakan pemutusan aliran listrik.

Ibu Setyowati menjadi pelanggan PT.PIN (Persero) Distribusi Jawa
Timur Arca Pelayanan dan Jaringan Situbondo. Unit Panarukan dengan nomor
pelanggan LA0362045 dengan polongan tarif R1 dengan daya 900VA_ Pada bulan
Februari 2006, [bu Setvowati tidak melakukan kewajiban membayar rekening
histrik hingga batas waktu tanggal 10 Febuari 2006 Dengan adanya wanprestasi
yang dilakukan oleh Ibu Setvowati maka PT.PLN (Persero) mengeluarkan Surat
Pemberitahuan Pemutusan Sementara tanggal 15 Februari 2006 untuk tagihan
bulan Februari dengan tagihan sebesar Rp 33 945 - dan pada saat it juga petugas
melakukan pemutusan sementara terhadap aliran listrik

Ibu Setyowati tidak kunjung melunasi tagihan listriknya pada bulan
Februari hingga memasuki bulan Maret 2006, Pada bulan Maret 2006, Tbu
Setyowati melakukan penunggakan lagi dengan tidak membayar tagihan listrik
sebesar Rp 25 800 -

Memasuki bulan April 2006 Thu Setyowati belum juga melunasi tagihan
listriknya. Aklumnya PT.PLN (Persero) mengeluarkan Surat Pemberitahuan
Pelaksanaan Pemutusan Rampung tanggal 17 April 2006 dengan junlah tagihan
schesar Rp.82 545.- untuk periode tiga bulan mulai dari bulan Februan SAmpai
dengan bulan April 2006 dan petugas sekaligus melakukan pemutusan rampung
Tindakan pemutusan rampung ini dilakukan karena Ibu Setyowati tidak
membayar tagihan listrik selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
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2.2 Dasar Hukum

3)

4)

3)

6)

i

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Pasal 1233 KUl Perdata, berbunyi sebagai berikut : “tiap-tiap perikatan
dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.”

Pasal 1234 KUH Perdata, berbunyi sebagai berikut : “tiap-tiap perikatan
adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak
berbuat sesuatu.”

Pasal 1238 KUH Perdata, berbunyi sebagai berikut

“si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan
sebuah akta sejenis itu telah dinvatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri,
1alah jika in1 menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan
lewatnya waktu vang ditentukan.”

Pasal 1243 KUH Perdata, berbunyi sebagai berikut :

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan,
barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang. setelah dinyatakan lalai
memenuhi perikatannya, tetap melalatkannya, atau jika sesuatu yang harus
diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenpgang
waktu yang telah dilampaukannya.”

Pasal 1313 KUH Perdata. berbunyi sebagai berikul : “suatu perjanjian adalah
suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang lain atau lebih.”

Pasal 1320 KUH Perdata, berbunyi sebagai berikut

“untuk sahnya suatu perjanjian diperiukan empat syarat :
sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
kecakapan untuk membuat suatu perikatan;,

suatu hal tertentu;

suatu sebab yang halal ™

. hu SO e

Pasal 1338 KUH Perdata, berbunyi sebagai berikut :

(1) “semua perjanjian yang dibual secara sah berlaku sebapai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya;

(2} suatu pejanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua
belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang
dinyatakan cukup untuk itu;

(3) suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan ittkad baik.™
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8)

9)

1)

1)

12

Pasal 1457 KUH Perdata, berbunyi sebagai berikut ; “jual beh adalah suatu
perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk
menyerahkan suatu kebendaaan, dan pihak vang lain untuk membavar harga
yang telah dijanjikan.”

Pasal 1458 KUH Perdata, berbunyi sebagai berikut ; “jual beli itu dianggap
telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini
mencapai  sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun
kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.”
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Kelenapalistrikan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang
Ketenagahistrikan, berbunyi sebaga berikut : “tenaga listrik adalah salah satu
bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan
untuk sepala macam keperluan, dan bukan listrik yang dipakai untuk
komunikasi atau 1syarat,”

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal | angka 2 Undang-Undang Nomor & Tahun 1999 tentang Perhindungan
Konsumen, berbunyi sebagai berikut : “konsumen adalah setiap pemakai
barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan
diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan.”

Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor 336.K/010/DIR/2003 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh
PT.PLN (Persero).

Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor 337 K/010/DIR/2003 tentang
Penetapan Biaya Yang Diperhitungkan Kepada Pelanggan.
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2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Perjanjian
a. Syarat Sah Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa : “suatu perjanjian adalah
suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
satu orang lain atau lebih.”

Menurut Muhammad (1986 : 93) menyatakan bahwa :

Perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum,
persetujuan im merupakan kepentingan vang pokok dalam dunia usaha. dan
menjadi dasar dan kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang,
tanah, pemberian kredil, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan
organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut tenaga kerja.

Muhammad (2000 : 228) mengatakan bahwa perjanjian yang sah adalah
perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.
Perjanjian yang sah diakui oleh hukum dan diberi akibat hukum.

Menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa -

“untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :
|. sepakat mereka vang mengikatkan dirinya;

2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

3. suatu hal tertentu;

4. suatu sebab vang halal.”

Muhammad (2000 - 228) mengatakan bahwa :
Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak akan diakui
oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya. Selag
para pihak mengakui dan mematuhi pegjanjian yang mereka buat, meskipun
tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka perjanjian itu berlaku bagi
mereka.
1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Subekti (2005 : 17) mengatakan bahwa pihak-pihak yang mengadakan
perjanjian itu harus bersepakat, sefuju atau seia-sekala mengenai hal-hal yang
pokok dani perjanjian vang diadakan tersebut. Apa yang dikendaki oleh pihak
yang satu, juga dikendaki oleh pihak yang lain,
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2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Menurut Subekti (2005 : 17) orang yang membuat suatu perjanjian harus
cakap menurut hukum. Pada azasnya, setiap orang vang sudah dewasa (sudah
mencapal umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun) dan sehat
pikirannya adalah cakap menurut hukum.

3) Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan objek perjanjian (barang vang diperjanjikan).
Barang yang diperjanjikan itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat
ditentukan jenisnya. Muhammad (2000 : 232) menyatakan bahwa kejelasan
mengenal objek perjanjian ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan
kewajiban para pihak.

4) Suatu scbab yang halal

Muhammad (2000 : 232) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan suatu
sebab yang halal 1alah mengenai 1s1 perjanjian itu sendiri yang menggambarkan
tujuan vang akan dicapai oleh para pihak.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat
tersebut mengenai subjek perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat
objektif karena mengenai objek perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak
dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya kepada
hakim (vernietighaar) dan bila syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian ity
batal demi hukum (mietig), artinya dari semula tidak pemah dilahitkan suatu
perjanjpian dan tidak pemah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang
mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan adalah gagal.
Dengan demikian tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim.

b. Azas-azas Dalam Perjanjian
Hukum perjanjian mengenal beberapa azas penting, yang merupakan dasar
kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan Beberapa azas tersebut adalah

sebagai berikut :
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) Azas Kebebasan Berkontrak

Buku I KUH Perdata menganut sistern terbuka, vang mengandung suatu
azas kebebasan membuat perjanjian, dalam KUH Perdata lazimnya disimpulkan
dalam pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi “semua perjanjian yvang dibuat secara
sah berlaku sebagai undang-undang bagi mercka yang membuatnva™ Subekn
(2005 :14) mengatakan bahwa dengan menekankan pada kata “semua” maka
pasal tersebut berisikan suatu pemnyataan bahwa kita diperbolehkan membuat
perjanjian yvang berupa dan berisi apa saja dan perjanjian itu akan mengikat
mereka yang membuatnya seperti sualu undang-undang. Kebebasan berkontrak
dhisim memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membual suatu perjanjian
dalam bentuk apapun baik tertulis atau lisan, otentik atau bawah tangan serta isi
perjanjian sesuai dengan kemmginan para pihak. Muohammad (2000 : 225)
mengatakan bahwa kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak dilarang
oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak
bertentangan dengan kesusilaan,
2) Asas Konsensualisme

Menurul asas ini perjanjian telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan
atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenat hal-hal pokok dari apa vang
menjadi objek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak
antara dua pihak tersebut, Apa vang dikendaki oleh pihak yang satu, adalah juga
yang dikendaki oleh pihak lainnya. Subekti (2005 : 15) menyatakan bahwa
dengan perkataan lam, perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat apabila
para pihak sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan suatu
formalitas lain.
3) Asas Kekuatan Mengikal Perjanjian

Rumusan pasal 1338 avat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa : “semua
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
yang membuatnya.” Hal ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat mengikat para

pihak vang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang.
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4} Asas Inkad Baik

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa : “suatu perjanjian
harus dilaksanakan dengan itikad bak.™ Hal mi berarti bahwa dalam suatu
perjanjian harus didasan atas itikad baik dan kedua belah pihak. Salah satu pihak
tidak boleh membuat perjanjian yang bertujuan untuk merugikan pihak lainnya

¢. Perjanjian Baku
Penjanjian Baku dialihbahasakan dan istilah vang dikenal dalam Bahasa
Belanda, vaitu “standard voorwaarden™ atau “standard contract”. Menurut
Badrulzaman (2005 : 46) baku berarti patokan, ukuran, acuan. Jika bahasa hukum
dibakukan, berarti bahasa hukum itu ditentukan ukurannya, patokannya,
standarnya, sehingga memiliki arti tetap, yang dapat menjadi pepangan umum.
Vera Bolger (dalam Badrulzaman, 2005 ; 46) menamakan perjanjian baku sebagai
“fake it or leave it contract”. Jika debitur menyetujui salah satu syarat-syarat,
maka debitur mungkin hanya bersikap menerima atan tidak menerimanya sama
sekali, kemungkman untuk mengadakan perubahan itu sama sekali tidak ada.
Beberapa ahli mencoba memberikan definisi mengenai perjanjian baku.
Menurut Hondius (dalam Badrulzaman, 2005 : 47) perjanjian baku adalah konsep
perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya
dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu
Menurut Fortuijin (dalam Badrulzaman, 2005 : 47) perjanjian baku ialah
perjanjian yang bagian pentingnya dituangkan dalam susunan perjanjian. Uraian
di atas menunjukkan bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian yang
didalamnya dibakukan syarat yang esensi dan dituangkan dalam bentuk formulir.
Ciri-ciri perjanjian baku antara lain adalah ;
1) isinva ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat
daripada debitur;
2) debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian;
3) terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
4) bentuknya tertulis;

5) dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.
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Kenyataannya perjanjian baku ini mendatangkan banyak pendapat para
ahli mengenai apakah perjanjian baku ini bertentangan dengan azas kebebasan
berkontrak atau tidak. Pertentanpan ini datang dari Sluijter (dalam Badrulzaman.
2005 : 53) mengatakan bahwa perjanjian baku ini bukan perjanjian, scbab
kedudukan pengusaha di dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-
undang swasta . Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha di dalam perjanjian itu
adalah undang-undang bukan perjanjian.

Pendapat yang menyetujui bahwa perjanjian baku tidak bertentangan
dengan azas kebebasan berkontrak datang dari Asser Rutten (dalam Badrulzaman,
2005 : 53) vang mengatakan bahwa :

Sctiap orang yvang menandatangani perjanjian, bertanggung jawab pada isi
dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tanda
tangan pada formulir perjanjian baku, tanda tangan itu akan membangkitkan
kepercayaan bahwa vang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi
formulir yang ditandatangani. Tidak mungkin seorang menandatangani apa
vang tidak diketahui isinya.

Menurut Stein (dalam Badrulzaman, 2005 : 53) menyatakan bahwa :
Perjanjian baku dapat diterima sebagai suatu perjanjian berdasarkan
kemauan vyang akan membangkitkan kepercayaan bahwa para pthak
mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen
perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.

Perjanjian baku pada dasamya berkembang karena keadaan sosial

ekonomi. Adanya perjanjian baku dirasa memudahkan para pihak untuk
mengadakan perjanjian karena perjanjian terscbut telah disiapkan terlebih dahulu
oleh pihak kreditur, schingga pihak debitur hanya menandatanganinya setelah

membacanva.

2.3.2 Pengertian Perjanjian Jual Beh

Subekti (1995 : 1) mengatakan bahwa jual beli menurut KUH Perdata
adalah suatu perjanjian bertimbal-balik dalam mana pihak yang satu (si penjual)
berjanji unfuk menyerahkan hak mulik atas suatu barang, sedang pihak vang
lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdin atas sejumlah
uang sebagai imbalan darn perolehan hak milik tersebut.
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Unsur-unsur pokok (essentalia) perjanjian jual beli adalah barang dan
harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwal hukum perjanjian
KUH Perdata, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya
“sepakat” mengenai barang dan harga. Begitu kedua belah pihak sudah setuju
lentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli vang sah.

Subekti (1995 : B) mengatakan bahwa bagi pihak penjual ada dua
kewajiban utama, yaitu -

a  menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi sepala perbuatan yang
menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang vyang
diperjualbelikan itu dari si penjual kepada si pembeli.

b. menanggung kenikmatan tentram atas barang tersebut dan menanggung
terhadap cacat-cacat yang tersembunyi

Kewajiban untuk menangung kenikmatan tentram merupakan konsekuensi
dari pada jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang
yang dijual itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu
beban atau tuntutan dari sesuatu pihak.

Mengenai kewajiban untuk menanggung cacat tersembunyi dapat
diterangkan bahwa si penjual diwajibkan menangsung cacat-cacat tersembunyi
pada barang yang dijualnya yang membuat barang it tak dapat dipakai untuk
keperluan yang dimaksud atau yang mengurangi pemakaian itu, sehingga
seandainya si pembeli mengetahui cacat-cacat tersebut, ia sama sekali tidak akan
membeli barang itu atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.
la tidak diwajibkan menanggung cacat-cacat yang kelihatan. Jika cacat itu
kelihatan dapat dianggap bahwa pembeli menerima adanya cacat tersebut. Dan
tentunya harga barang tadi disesuaikan dengan adanya cacat-cacat tersebut,

Penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat-cacat vang tersembunnyi,
meskipun ia sendiri tidak mengetahui tentang adanya cacat-cacat itu, kecuali jika
ia dalam hal yang demikian, telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak

diwajibkan menanggung sesuatu apapun.
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Subekti (1995 : 20) juga menerangkan mengenai kewajiban utama si
pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana
ditetapkan menurut perjanjian.

Harga tersebut harus berupa sejumlah uang Meskipun hal ini tidak
ditetapkan dalam suatu pasal undang-undang, namun sudah dengan sendirinya
termaktub didalam pengertian jual beli, oleh karena bila tidak, umpamanya harga
itu berupa barang, maka itu akan merubah perjanjiannya menjadi tukar-menukar,
atau jika harga itu berupa jasa, perjanjiannya akan menjadi suatu perjanjian kerja.

Menurut Subekti (2005 : 86) jika pada wakiu membuat perjanjian tidak
ditetapkan tentang waktu dan tempat pembayaran, si pembeli harus membayar di
tempat dan pada waktu di mana penyerahan barangnya harus dilakukan.

Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, hal itu merupakan suatu
wanprestasi, yang memberikan alasan kepada si penjual untuk menuntut ganti rugi
atau pembatalan pembelian menurut ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 KUII
Perdata,

2.3.3 Pengertian Wanprestasi
a  Wanprestasi

Sebelum masuk pada pengertian wanprestasi, terlebih dahulu perlu
diketahui pengertian dari prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi
oleh debitur dalam setiap perikatan. Menurut ketentuan pasal 1234 KUH Perdata
ada tiga wujud prestasi, yaitu :

1} memberikan sesuatu:
2) berbuat sesuatu:
3) udak berbuat sesuatu.

Pelaksanaan perjanjian itu terkadang terhalang oleh beberapa hal sehingga
menyebabkan terhambamya pemenuhan prestasi, keadaan inilah yang disebut
wanprestasi. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda ‘“wanprestatie” yang
artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti vang telah ditetapkan
dalam perikatan.
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Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua alasan.
vaitu :
|. karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban
maupun karena kelalaian
Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi,
perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau
lalai tidak memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan vaitu
a) debitur tidak memenuhi prestasi sama sckali
Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban vang telah disanggupinya
untuk dipenuhi seperti yang terdapat dalam perjanjian,
b) debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru
Artinya debitur melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak
sebagaimana mestinya menurut ketentuan dalam perjanjian.
¢} debitar memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat
Disim debitur memenuhi prestasi tetapi pelaksanaan pemenuhan prestasi
tersebut melewati tenggang waktu seperti vang telah diperjanjikan
{terlambat).
Subekti (2005 ; 53) mengatakan bahwa °

Debitur yang telah melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan
tuntutan kepadanya, antara lain sebagai berikut -

I} pemenuhan perjanjian;

2} pemenuhan perjunjian disertai panti rugi;

3) ganti rugi saja;

4) pembatalan perjanjian;

5) pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Dalam suatu perikatan, tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi
oleh debitur merupakan hal yang perlu diperhatikan. Apabila debitur melakukan
wanprestasi berupa keterlambatan pemenuhan prestasi, maka debitur harus
membayar ganti rugn yang diderita oleh kreditur atas keterlambatan tersebut,

2. karena keadaan memaksa (avermachi)
Yang dimaksud keadaan memaksa ialah keadaan tidak dipenuhinya prestasi
oleh debilur karena terjadi peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak
dapat diduga akan terjadi ketika membuat perikatan. Muhammad (2000 : 205)
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mengatakan  bahwa dalam  keadaan memaksa, debitur tidak dapat

dipersalahkan. karena keadaan ini timbul di lnar kemauan dan kemampuan

debitur.
Unsur-unsur keadaan memaksa antara Jain sebagai berikut

a) tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang membinasakan atay
memusnahkan benda objek perikatan:

b) tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang menghalangi
perbuatan debitur untuk berprestasi:

c) peristiwa itu tidak dapail diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu
membuat perikatan.
Keadaan memaksa ini menimbulkan beberapa akibat, vaity :

1) kreditur tidak dapat meminta debitur untuk memenuhi prestasi:

2} debitur tidak dapai disalahkan, dan oleh karena itu ia tidak wajib untuk
membayar ganti rugi;

3) resiko tidak beralih kepada debitur

b. Akibat Hukum
Satrio (1995 : 16) mengatakan bahwa -

Pengertian akibat hukum adalah akibat yang dittmbulkan oleh tindakan
bukum. Tindakan hukum adalah tindakan vang dilakukan guna
menimbulkan suatu akibat yang memang  dikendaki atau dianggap
dikehendaki oleh mereka yang melakukan tindakan hukum. Dan akibat
hukum ini secara umum dapat berupa : timbulnya, hapusnya, berpindahnva
atau berubahnya hak-hak yang dipunyai oleh si pelaky.

Menurut Halim (1983 : 31) pengertian akibat hukum adalah -

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum
yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-
akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu vang oleh
hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai
akibat hukum.

Akibat hukum inilah yang selanjutnya merupakan sumber lahimya hak
dan kewajiban lebih lanjut bagi subjek-subjek hukum vang bersangkutan. Akibat

hukum ada dua, yaitu -
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1) akibat hukum yang terjadi karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh

subjek hukum terhadap objek hukum.
Misalnya | Dengan diadakan suatu perjanjian oleh para pihak tertentu
mengenal sesuatu tertentu, maka berarti bahwa telah lahir suatu akibat hukum
yang melahirkan lebih jauh lagi sepala hak dan kewajiban vang hars
dilaksanakan oleh para subjek hukum yang bersangkutan dalam menepati isi
perjanjian tersebut.

2) akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian tertentu yang oleh

hukum yang bersangkutan sendiri telah diakwi atau dianggap sebagai akibat
hukum.
Misalnya ;| Keadaan darurat vang telah terjadi vang menpakibatkan hukum
terpaksa membenarkan para subjek hukum untuk melakukan tindakan-
tindakan tertentu yang dianggap perlu untuk mengatasi atan menghadapi
keadaan darurat tersebut, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-
tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum.

c. Ganti Rugi

Menurut Badrulzaman (1996 : 24) akibat yang sangat penting dari tidak
dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos,
rugi, dan bunga vang dideritanva

Muhammad (2000 : 207) menyatakan bahwa

Menurut pasal 1243 KUH Perdata, ganti kerugian karena tidak dipenuhinva
suatu perikatan, barulah mula diwajibkan apabila debitur sctelah dinyatakan
lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus
dibenkan atau dibuamya hanva dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang
waktu vang telah dilampauinya

Maksud berada dalam keadaan lalai ialah peringatan atau pemyataan dan
keditur mengenai saat selambat-lambatnya debitur wajib memenul prestasi.
Apabila saat ini dilampauinya, maka debitur ingkar janji atau wanprestasi,

Badmlzaman ( 1996 : 28) menyatakan bahwa :

Menurut pasal 1244, 1245, dan 1246 KUH Perdata, anasir-anasir dari ganti
rugi (schadevergoeding) ialah biaya, rugi, dan bunga. Pengertian rugi
(schade) adalah kerugian nyata (feitelijknadee) yang dapat diduga atau
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diperkirakan pada saat perikatan itu diadakan yang timbul sebagai akibat
ingkar janji.

Satrio (1999 : 145) mengatakan bahwa namanya ganti rugi, maka logisnva
besarnya ganti tugi adalah sebesar kerugian yang diderita. Pasal 1249 KUH
Perdata memberikan perkecualian yaitu kecuali dalam suatu perikatan para pihak
telah menentukan besarmya ganti rugi yang harus dibayar bila debitur wanprestasi.

Satrio (1999 :177) mengatakan bahwa -

Kerugan yang diderita terdiri dari :
1) kerugian prestasi yang diperjanjikan, jika debitur tidak berprestasi;
2) biava;
3) kerugian keterlambatan,
4) kerugian yang diakibatkan karena prestasi debitur vang tidak baik.

Wujud atau bentuk dari ganti rugi yang lazim digunakan adalah uang.
Oleh karena menurut ahli-ahi Hukum Perdata maupun Yurisprudensi, uang
merupakan alat vang paling praktis, yang paling sedikit menimbulkan selisih
dalam menyelesaikan suatu sengketa Menurut Badrulzaman (1996 - 29) selain
uang. masih ada bentuk-bentuk lain yanp diperlukan sebagai bentuk ganti rugi
vaitu pemulihan ke keadaan semula (in natura) dan larangan untuk mengulangi.

Untuk melindungi debitur dari tuntutan sewenang-wenang pihak kreditur,
undang-undang memberikan pembatasan terhadap ganti rugi yang harus dibayar
oleh debitur sebagai akibat dari kelalmannya (wanprestasi). Kerugian vang harus
dibayar oleh debitur hanya meliputi :

I. kerugian yang dapat diduga

Menurut pasal 1247 KUH Perdata mengatakan bahwa debitur hanva
diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga vang nyata, telah, atau sedianya
dapat diduga sewaktu penkatan dilahirkan, kecuali jika tidak dipenuhinya
perikatan itu disebabkan karena tipu dava yvang dilakukan oleh debitur,

2. akibat langsung

Pasal 1248 KUH Perdata mengatakan bahwa jika hal tidak dipenuhinya
perikatan itu disebabkan oleh tipu dava si berhutang, penggantian biaya, rugi, dan
bunga sekedar mengenai kerugian vang diderita oleh si berpiutang dan
keuntungan vang hilang baginya, hanyalah terdiri dari apa yang merupakan akibat
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langsung dari tidak dipenuhinya perikatan. Berdasarkan pasal tersebut maka yang
dianggap sebagai sebab dari suatu kerugian hanyalah sebab vaitu peristiwa
sebelumnya yang langsung menimbulkan kerugian saja.

Syarat akibai langsung ditentukan dengan menggunakan Teori Adequate.
Menurut teori ini, akibat langsung yang menurut pengalaman manusia normal
dapat diharapkan atau dapat diduga akan terjadi. Dengan timbulnya wanprestasi,
debitur selaku manusia normal dapat menduga akan merugikan kreditur.

2.3.4 Pengertian Tenaga Listrik Tegangan Rendah

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang
Ketenagalistrikan menyebutkan “tenapa listrik adalah salah satu bentuk energi
sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk sepala
macam keperluan, dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi atau isyarat”.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) angka 10 Keputusan Direksi PT.PLN
(Persero) Nomor 336.K/010/DIR/2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual
Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT.PLN (Persero) menyebutkan bahwa
pengertian tegangan rendah adalah : “tegangan rendah adalah tegangan sistem
sampai dengan 1000 volt”.

Jadi yang dimaksud dengan tenaga hstnk tegangan rendah adalah salah
satu  bentuk energi sekunder vang dibangkitkan, ditransmisikan, dan
didistribusikan untuk segala macam keperluan, dan bukan listrik yang dipakai
untuk komunikasi atau isyaral yang tegangan sistemnya sampai dengan 1000 volt.

Pada umumnya yang menggunakan tenaga listrik tegangan rendah ini
adalah golongan rumah tangga. Mercka memakai listrik biasanva untuk
penerangan dan menghidupkan barang-barang elektronik seperti kulkas, televisi,
setrika, pendingain niangan, dan lain-lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

2.3.5 Pengertian Pemutusan Aliran Listnk

Pemutusan aliran listrik dilakukan oleh PT.PLN (Persero) tehadap
pelanggan vang tidak membayar tagihan listrik tepat pada waktunya atau disebut
menunggak, Tindakan pemutusan aliran listrik ini merupakan langkah antisipasi


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2

untuk mengurangi kerugian yang lebih besar yang harus ditanggung oleh PT PLN
{ Persero).
Pemutusan aliran listrik dibagi menjadi dua, vaitu

a. Pemutusan Sementara

Pasal 1 ayat (1) angka 22 Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor
336 K/010/DIR/2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik
Yang Disediakan Oleh PT.PLN (Persero) menyebutkan pengertian pemutusan
sementara yaito :

“pemutusan sementara adalah penghentian penyaluran tenaga listrik ke
instalasi pelanggan untuk sementara”
b. Pemutusan Rampung

Pasal 1 ayat (1) angka 23 Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor
336.K/010/DIR/2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan [arga Jual Tenaga Listrik
Yang Disediakan Oleh PT PLN (Persero) menyebutkan pengertian pemutusan
rampung yaitu -

“pemutusan rampung adalah penghentian untuk seterusnya penyaluran
tenaga listrik ke instalasi pelanggan dengan mengambil sebagian atan seluruhnya

peralatan untuk penyaluran tenaga listrik ke instalasi pelanggan”.

2.3.6 Pengertian Pelanggan

Tenaga listnk ymng telah diproduksi kemudian ditransmisikan dan
didistribusikan kepada masyarakat pengguna vang disebut konsumen atan
pelanggan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa - “konsumen adalah setiap orang
pemakai barang dan/stau jasa vang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan din sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan
tidak untuk diperdagangkan™.

Jika Undang-Undang Nomor |5 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan
dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, maka pelaku usaha yang dimaksud adalah PTPLN (Persero),
sedangkan yang dimaksud dengan konsumen adalah pelanggan.
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Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor 336.K/010/DIR/2003 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh P1.PLN
(Persero), memuat pengertian pelanggan yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1)
angka 2 wyaitu @ “pelanggan adalah sctiap orang atau Badan Usaha atau
Badan/l.embaga lainnya yang memakai Tenaga Listrik dari Instalasi PLN
berdasarkan alas hak yang sah™.

Berdasarkan wvraian diatas, maka yang dimaksud dengan pelanggan listrik
tegangan rendah adalah setiap pemakai tenaga listrik baik orang maupun badan
usaha dan Instalasi PLN berdasarkan alas hak vang sah vang tcgangan sistemnya
sampai dengan 1000 volt.

PTPLN (Persero) membagi pelanggan menjadi beberapa golongan.
Pembagian ini didasarkan pada golongan tarif yaitu
a Golongan Tanf Sosial (8-2, §-3)

Golongan tarif sosial adalah pelanggan badan sosial yang tenaga listriknva

digunakan untuk kepentingan sosial.

Golongan tanf sosial dibedakan menjadi duoa ¢

|) Kegatan sosial mumi ialah kegiatan menyangku! kepentingan orang
kebanvakan strata sosial bawah.
Misalnya : Rumah Sakit Milik Pemenntah, tempat ibadah, Panti Sosial, Pusat
Rehabilitasi Sosial, Pusat Rehabilitasi Penderita Cacat. Pusat Rchabilitasi
Penderita Cacat Mental Asrama Pelajar milik pemeintah, Asrama
Pemberangkatan Haji Pemerintah, pusat Pendidikan Keagamaan, Gedung
Kantor Partai Politk, Gedung Kantor Organisasi Massa dan LSM, Musium
milik  Pemerintah/Pemerintah  Daerah, Kebun  Binatang  milik
Pemenintah/Pemenintah Daerah, Pusat Pengembangan Bakat Olahraga

2} Kegiatan sosial komersial ialah menyangkut pelayanan untuk strata sosial
menengah ke atas, terutama yang lebih berorientasi ke arah pengembangan
(self propelling growth).
Misalnva : Sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta, Rumah Sakit Swasta,
Poliklinik atan Praktek Dokter Bersama, Lembaga Riset Swasta, Yayasan
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Pengelola Haji Non-Pemerintah (ONH-plus), Pusat Pendidikan dan Latihan
Perusahaan Swasta.
b. Golongan Tarif Rumah Tangga (R-1, R-2, R-3)

Golongan tarif rumah tangga adalah pelangan perscorangan atau badan
sosial yang tenaga listriknya digunakan untuk keperfuan rumah tangpa
Misalnya © Rumah untuk tempat tinggal, Kelompok rumah kontrakan, Rumah
susun milik perorangan, Rumah Susun milik Perumnas, Asrama keluarga pegawai
perusahaan swasta, Asrama mahasiswa.
¢. Golongan Tarif Bisnis (B-1, B-2, B-3)

Golongan tarif bismis adalah pelanggan yang sebagian atau seluruh tenaga
listrik dari PT.PLN (Persero) digunakan untuk salah satu atay beberapa kegiatan
berbentuk :

1) usaha jual beli barang, jasa, dan perhotelan:

2) usaha perbankan;

3) usaha perdagangan;

4) usaha perdagangan ekspor atau impor;

5) kantor Firma, CV. PT atau Badan Hukum/Perorangan vang bergerak dalam
bidang usaha perdagangan;

6) usaha pergudangan yang sebagian atau seluruh bangunan digunakan untuk
tempal penyimpanan barang atau material:

7) usaha perorangan atau Badan Hukum yang sebagian besar atan seluruh
kegiatannya merupakan penjualan barang atan jasa;

8) wsaha-usaha lainnya yang bertendensi komersial seperti praktek dokter
bersama.

d. Golongan Tarif Indusri (-1, 1-2, I-3, [-4)

Golongn taril industri adalah (anf yang dikenakan terhadap perorangan
ataupun badan hukum yang menggunakan tenaga listrik untuk kegiatan industri
pengolahan, yakni selain untuk keperluan kegiatan rumah tangga, sosial, bisnis,
dan publik.
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e Golongan Tarif Publik (P-1, P-2, P-3)

Golongan tarif publik adalah pelanggan yang tenaga listriknya digunakan
untuk kegiatan dan kepentingan umum, kepentingan Pemerintah atau fasilitas
kantor perwakilan negara asing.

Misalnya : Gedung Pemerintahan, Gedung MPR/DPR/DPRD, Istana Presiden dan
Wakil Presiden, Kantor Departemen, Kantor Kelurahan; Kecamatan: Kabupaten;
Gubernur, Kedutaan dan Kantor Perwakilan Negara Asing, Kantor Perwakilan
PBB dan Organisasi afiliasinya, TVRI dan RRI, LIPI, PUSPIPTEK, BPPT.

I Golongan Tarif Curah (C)

Golongan tarif curah adalah badan usaha Koperasi Unit Desa (KUD) yang

memenuhi ketentuan sebagai berikut -

I} bergerak di bidang usaha khusus tenaga listrik;

2) mengoperasikan sendiri jaringan tegangan menengah dan tegangan rendah
yang memenuhi standar PLN setempat;

3) memegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum (IUKU)
yang sah;

4) bersedia disamakan dengan pelanpgan tidak menuntut hak ekslusif tertentu,

£. Golongan Tanf Traksi (T)

Golongan tarif traksi adalah perusahaan yang bergerak di bidang
transportasi wmum yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia dengan
ketentuan sebagai berikut :

1} tenaga listrik dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung sebagai
penggerak utama sarana pengangkutan yang dioperasikan:

2) instalasi untuk operasi transportasi dipisahkan dari instalasi penunjangnya
seperti bangunan gedung stasiun, bengkel pemeliharaan, pudang perlengkapan.

Pembagian pelanggan berdasarkan golongan tarif terscbul tentunya akan
memudahkan PT.PLN (Persero) untuk mengelompokkan pelanggan sesuai dengan
pengunaan tenaga listrik atau kegiatan yang dilakukan oleh pelanggan. Adanya
pembagian pelanggan tersebut tentunya akan membawa akibat vaitu tarif yang
dikenakan kepada masing-masing pelanggan akan berbeda sesuai denpan besar
daya listrik yang tersambung.
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BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Dasar Hukum yang Digunakan oleh PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa
Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo dalam Melakukan
Pemutusan Aliran Listrik terhadap Pelanggan Listrik Tegangan Rendah

Sebagaimana ketentuan pasal 1233 dan 1234 KUH Perdata, suatu
perikatan itu lahir baik dari persetujuan maupun karena undang-undang dan suatu
perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan unutk
tidak berbuat sesuatu, Jadi suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan
yang diakui oleh hukum yang melahirkan suatu perikatan untuk memberikan
sesuatu, untuk berbuat sesuaty, dan untuk tidak berbuat sesuatu.

Hubungan hukum antara PT.PLN (Persero) dengan pelanggan listrik
tegangan rendah didasan atas suatu perjanjian yang disebut Perjanjian Jual Beli
Tenaga Listrik. Menurut Subekti (1995 : 1) mengatakan bahwa jual beli menurut
KUH Perdata adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu
(si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak
yang lamnya (si pembeli) berjanji untuk membavar harga vang terdini atas
sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut, Hal i senada
dengan ketentuan pasal 1457 KUH Perdata yang berbunyi : “jual beli adalah suatu
perjanjian, dengan mana pthak yang satu mengikatkan dirinva untuk membayar
harga yang telah dijanjikan”

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ini, PT.PLN (Persero)
menjadi pihak yang berkewajiban untuk menyerahkan suatu kebendaan berupa
aliran listrik dan pelanggan merupakan pihak yang berkewajiban untuk membayar
harga sesuai dengan yang tertera dalam rekening listrik setiap bulannya

29
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Menurut azas konsensualisme, suatu perjanjian telah lahir sejak detik
tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok
dan apa yang menjadi objek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham
dan kehendak antara dua pihak tersehut. Apa yang dikendaki oleh pihak yang
satu, adalah juga yang dikendaki oleh pihak vang lain, meskipun tidak sejurusan
tetapi secara timbal balik. Subekti (2005 :15) mengatakan bahwa dengan
perkataan lain, perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat, apabila kedua
belah pihak telah sepakat mengenai hal-hal vang pokok dan tidaklah diperlukan
suatu formalitas lain.

Berdasarkan pasal 1458 KUH Perdata mengatakan bahwa : “jual beli itu
dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnva orang-orang
ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun
kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”.

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik merupakan suatu perjanjian baku atay
standart contract. Menurut Hondius (dalam Badrulzaman, 2005 : 47) perjanjian
baku adalah konsep perjanjian tertulis vang disusun tanpa membicarakan isinya
dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang
sifatnya lertentu, Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ini telah disiapkan terlebih
dahulu oleh PT.PLN (Persero) dan dibuat dalam bentuk tertulis yang isinya
ditetapkan secara sepihak oleh PT.PLN (Persero), schingga pelangpan hanya
menandatanganinya setelah membaca klausula-klausula perjanjian tersebut,

Perjanjian baku pada dasarnya tidak bertentangan dengan azas kebebasan
berkontrak seperti yang dikemukakan Asser Rutten (dalam Badrulzaman 2005 -
53) yang mengatakan bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian,
bertanppung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang
membububkan tanda tangan pada formulir perjanjiann baku, tanda tangan itu akan
membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan
menghendaki isi formulir yang ditandatangani, Tidak mungkin scorang
menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.

Sebenamya PT.PLN (Persero) masih dapat menerima apabila pelanggan
ingin mengubah isi Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik selama tidak merugikan
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PT.PLN (Persero) dan selama menguntungkan kedua belah pihak. Namun ternyata
sampai saat ini belum ada pelanggan listrik tegangan rendah yang melakukan hal
tersebut (hasil wawancara dengan Bapak Rasid, Asman Administrasi Pelayanan
Pelanggan, tanggal 12 April 2006). Hal ini berarti bahwa pelanggan telah
menyetwjw isi Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang telah dibuat dan
ditetapkan oleh PT.PLN (Persero).

Berdasarkan azas kekuatan mengikat perjanjian, maka dengan adanva
Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tersebut, para pihak vaitu PT.PLN (Persero)
dan pelanggan saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan isi perjanjian.
Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa : “semua perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mercka yang
membuatnya”. Hal ini berarti bahwa Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik mengikat
PT.PLN (Persero) dan pelanggan serta berlaku sehagai undang-undang bagi kedua
belah pihak tersebut.

Perjanpian Jual Beli Tenaga Listrik memuat hak dan kewajiban PT PLN
(Pesero) sebagai pihak pertama dan pelanggan sebagai pihak kedua. Salah satu
kewajiban pelanggan yaitu membayar tagihan listrik setiap bulannya, seperti yang
tercantum dalam pasal 10 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang berbunyi
sebagai benkut ;

(1)"PIHAK KEDUA wajib membayar harga jual tenaga listrik yang
tercantum dalam rekening listrik setiap bulan sesuai tagihan PTHAK
PERTAMA pada tanggal yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA,
kecuali apabila tanggal tersebut jatuh pada hari Minggu/hari libur resmi,
maka pembayaran diundur sampai dengan hari kerja berikutnya,
ditempat pembayaran PIHAK PERTAMA, yang telah ditentukan.

(2) rekening untuk pemakaian temaga listnk PIHAK KEDUA akan
diperhitungkan atas dasar jumlah pemakaian tenaga listrik selama |
(satu) bulan sesuai dengan hasil pembacaan dan pencatatan meter yang
dilakukan oleh petugas PIHAK PERTAMA.

(3) harga jual tenaga listrik schagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bisa
berubah dengan atau tanpa persetujuan PIHAK KEDUA disesuaikan
Tarif Dasar Listrik yang berlaku,tanpa perlu dibuatkan amandemen.

(4) PIHAK KEDUA membayar rekening listrik sesuai dengan pemakaian
yang terukur dalam alal pengukur milik PIHAK PERTAMA di lokasi
PIHAK KEDUA, kelebihan dan/atau kekurangan pembayaran oleh

PIHAK KEDUA akan diperhitungkan oleh kedua belah pihak untuk
menyesuaikan dengan pemakaian yang sebenarmya.”
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Ada kalanya pelanggan tidak melakukan pembayaran rekening listriknya
tepat pada waktunya sesuai dengan yang ditentukan oleh PT PN (Persero).
Pelanggan yang demikian itu dapat dikatakan wanprestasi. Ada tiga macam
bentuk wanprestasi vaitu

a. debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali-
b. debitur memenuhi prestasi tetapi lidak baik atau keliru:
¢. debitur memenubhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat,

Tidak dipenuhinya kewajiban prestasi oleh debitur disebabkan oleh dua
alasan vaitu :

1. karena kesalahan debitur baik dengan sengaja maupun karena kelalaian;
2. karena keadaan memaksa fovermachi).

Kesalahan disini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian. Seseorang
dikatakan mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu, jika ia sehenarnya
dapat menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan i, baik dengan tidak
berbuat atau berbuat yang lain, dan timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan
kepadanya.

Satrio (1999 : 91) mengatakan bahwa -

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepada debitur. Jika ada unsur kesengajaan
atay kelalaian dalam peristiwa yang merugikan tersebut. Debitur dikatakan
sengaja, jika kerugian itu memang diniati dan dikehendaki olehnya,
sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya
tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap vang
diambilnya akan memimbulkan kerugian.

Pada kasus Ibu Setyowati, dia dapat dikatakan lalai dengan tidak
melakukan pembayaran tagihan listrik tepat waktu. Batas waktn untuk melakukan
pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan oleh PT PLN ( Persern) Distribusi
Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo paling lambat tanggal 10
Februari 2006, tetapi setelah melewati batas waktu tersebut Thu Setvowati tidak
juga melunasi tagihan listriknya,

Satrio (1999 : 100) menyebutkan bahwa °

Kelalaian (ingehreke) merupakan faktor yang membawa akibat hukum yang
penting, sebab sekarang dengan adanya unsur kelalaian pada debitur kita
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dapat mengatakan bahwa debitur telah wanprestasi dan hal ini bisa
membawa akibat lain lagi, yaitu antara lain masalah kewajiban ganti rugi.

Untuk dapat dikatakan lalai, maka pasal 1238 KUH Perdata menyebutkan
bahwa : “si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan
sebual akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah
Jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya
waktu yang ditentukan”,

Ibu Setyowati merupakan pelanggan listrik tegangan rendah vang
termasuk dalam kelompok A yang periode pembayaran rekening listriknya antara
tanggal 1 sampai dengan 10 Februari 2006, Kenyataannya, Ibu Setyowati telah
melanggar batas waktu pembayaran terscbut, sehingga Ibu Setyowati dapat
dikatakan lalai.

Menurut Badrulzaman (1996 : 24) akibat yang sangat penting dari tidak
dipenuhinya perikatan (wanprestasi) ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi
atas ongkos, rugi, dan bunga yang dideritanya Oleh karena Ibu Setyowati tidak
memenuhi perikatan (wanprestasi) berupa tidak melakukan pembayaran rekening
listrik tepat waktu, maka terdapat akibat hukum dari tindakan [bu Setyowiti
tersebut yaitu membayar ganti rugi kepada PT PLN (Persero).

PT.PLN (Persero) selaku kreditur yang merasa telah dirugikan, dapat
memilih tuntutan seperti dibawah ini dari pelanggan selaku debitur vang telah
lalai antara lain :

a.  pemenuhan perjanjian,

b. pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
€. ganti rugi saja,

d. pembatalan perjanjian;

e. pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Fakta menunjukkan bahwa [bu Setyowati telah melakukan wanprestasi
yaitu berupa penunggakan rekening listrik, maka PT.PLN (Persero) dapat
menuntut pemenuhan perjanjian yaitu pembayaran tagihan listrik sesuai dengan
jumlah tagihannya disertai ganti rugi berupa pembayaran biava keterlambatan
sebesar Rp.3.000.- untuk setiap bulan keterlambatan sebagai akibat tidak
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membayar rekening listrik tepat waktu. Biava keterlambatan vang dikenakan
kepada pelanggan disesuaikan dengan golongan tarifoya.

Oleh karena pelanggan telah melakukan wanprestasi berupa keterlambatan
pembayaran rekening listrik, maka pelanggan tersebut dikenakan biaya
keterlambatan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor
337 K/O10/DIR2003 tentang Penetapan Biaya Yang Diperhitungkan Kepada
Pelanggan, pasal 2 yaitu

(1) “Pelanggan yang terlambat membayar rekening listrik, selain dikenakan
sanksi pemutusan aliran listrik, juga dikenakan Biaya Keterlambatan
(BK) sesuai golongan tarif untuk setiap masa keterlambatan
sebagaimana Lampiran B Keputusan Direksi Nomor 335 K/010/2003.

(2) Pengenaan BK untuk setiap lembar rekening dibatasi maksimal 3 x tarif
Biava Keterlambatan.

(3) Bila terjadi hal-hal khusus sehinpga pelunasan tagihan listrik dilakukan
beberapa kali angsuran, untuk golongan tanf yang tarif BK-nya
dinyatakan dalam prosentasi dihitung atas sisa tagihan listrik yang
terlambat pembayarannya.™

Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 337 K/010/DIR/2003 tentang
Penetapan Biaya Yang Diperhitungkan Kepada Pelanggan, pasal 3 menyatakan
bahwa :

“Pengenaan BK untuk pelanggan diatur sebagai berikut :

a. BK pertama dikenakan untuk pelunasan dalam masa 30 hari pertama
setelah batas akhir masa pembayaran bagi masing-masing pelanggan.

b. BK kedua dikenakan untuk pelunasan dalam masa 30 hari kedua setelah
batas akhir masa pembayaran bagi masing-masing pelanggan.

c. BK ketiga dikenakan untuk pelunasan dalam masa 30 hari ketiga atau
sesudahnya dan batas akhir masa pembayaran bagi masing-masing
pelanggan ™

Penggantian ganti rugi tersebut juga diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata
vang menjelaskan ¢

“Penpgantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan,
barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai
memenuln perikatanmya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus
diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang
waktu yang telah dilampaukannya.™

Pasal 1243 KUH Perdata menunjukkan bahwa kewajiban untuk

memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga adalah apabila debitur terbukti
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melakukan kelalaian. J. Satrio (1999 : 145) mengatakan bahwa karena namanya
ganti rugi, maka logisnya besarnya ganti rugi adalah sebesar kerugian yang
diderita. Bentuk ganti rugi yang lazim digunakan ialah uang karena uang
merupakan alat yang paling praktis dan paling sedikit menimbulkan sengketa.

Pasal 1249 KUH Perdata memberikan perkecualian mengenai besarnya
ganti rugi yaitu Kecuali dalam suatu perikatan para pihak telah menentukan
besarmnya ganti rugi yang harus dibayar bila debitur wanprestasi. Berdasarkan
ketentuan pasal 1249 KUH Perdata tersebut maka wujud ganti rugi yang
dikenakan kepada pelanggan apabila melakukan keterlambatan pembavaran
rekeming listrik adalah biaya keterlambatan sebesar Rp.3.000,- seperti yang diatur
dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 337.K/010/DIR/2003 tentang
Penetapan Biaya Yang Diperhitungkan Kepada Pelanggan, pasal 2 dan pasal 3.

Selain dikenakan biaya keterlambatan bagi pelanggan vang tidak
membayar tagihan listrik tepat waktu atau melakukan keterlambatan pembayaran
tagihan listnk, maka PT PLN (Persero) dapat melakukan pemutusan alivan listrik
berupa pemutusan sementara hingpa pemutusan rampung. Dasar hukum yang
digunakan oleh PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelavanan dan
Jaringan Situbondo dalam melakukan pemutusan aliran listrik terhadap pelangpgan
listnik tegangan rendah adalah pasal 2 avat (1) Keputusan Direksi PT. PLN
(Persero) Nomor 337 K/O10/DIR/2003  tentang Penetapan Biaya Yang
Diperhitungkan Kepada Pelanggan yang berbunyi “pelanggan yang terlambat
membayar rekening listrik, selain dikenakan sanksi pemutusan aliran listrik, juga
dikenakan Biaya Keterlambatan (BK) sesuai golongan tarif untuk setiap masa
keterlambatan  sebagaimana Lampiran B Keputusan Direksi Nomor
335 K/010/2003" yang diatur lebih lanjut dalam pasal 11 Perjanjian Jual Beli
Tenaga Listrik vang menvatakan bahwa :

(1) “Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melunasi rekening listrik
sebagaimana vang dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Perjanjian ini,
PIHAK KEDUA mendapat surat pemberitahuan pemutusan sementara
dari PIHAK PERTAMA dan dikenai biaya keterlambatan dengan
pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

(2) Penyaluran kembali tenaga listrik yang telah diputus sementara akan
dilakukan oleh PIHAK PERTAMA setelah semua rekening yang


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

36

terhutang berikut biaya keterlambatannya dibayar lunas oleh PIHAK
KEDUA,

(3) Apabila PIHHAK KEDUA tidak dapat melunasi rekening listrik bulanan
yang terhutang berikut biaya keterlambatan dalam waktu 60 (enam
puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan surat pemutusan
sementara, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan
rampung berupa penghentian penyaluran tenaga listrik  dengan
mengambil sebagian atau selurub instalas listrik milik PIHAK
PERTAMA vang terpasang pada persil / bangunan PIHAK KEDUA

(4) Apabila PIHAK PERTAMA telah memutus rampung saluran tenaga
listrik PIHAK KEDUA., maka perjanjian ini dengan sendirinya berakhir

(5) Pengambilan scbagian atau seluruh instalasi listrik sebagaimana
dimaksud ayat (3) pasal ini tidak mengurangi kewajihan PTHAK
KEDUA atau ahli warisnya untuk melunasi semua rekening listrik yang
tethutang berikut biava keterlambatannya setelah diperhitungkan dengan
Uang Jaminan Langganan yang ada.

(6) Apabila terjadi pemutusan perjanjian sebagai akibat pemutusan rampung
dan PIHAK KEDUA berkehendak akan melakukan penyambungan bary
menyalurkan kembali tenaga listriknya maka terhadap PIHAK KEDUA
akan diberlakukan sebagaimana sambungan baru dan hanya akan
dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA melunasi Biaya Penyambungan
Baru dan Uang Jaminan Langganan sesuai ketentuan yang berlaku serta
diwajibkan terlebih dahulu melunasi tunggakan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (5) pasal ini.”

Pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya maka PT.PLN (Persero)
akan melakukan tindakan legas berupa pemutusan atas sambungan listriknya
mulai dari pemutusan sementara hingga pemutusan rampung.  Pemutusan
sementara dilakukan oleh PT PLLN (Persero) apabila pelanggan tidak melakukan
pembayaran rekening listrik tepat pada waktunya. Sedangkan pemutusan rampung
dilakukan oleh PT PLN (Persera) apabila pelanggan tidak melakukan pembayaran
rekening listrik ataun menunggak selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Pemutusan aliran listrik yvang dilakukan oleh PT.PLN (Persero) karena
pelanggan melakukan penunggakan tagihan listrik. Berdasarkan hasil wawancara
dengan Bapak Rahmatullah (Asman Penagihan, tanggal 14 April 2006) ada
beberapa faktor yang menyebabkan pelanggan menunggak, vaitu -

1. kesalahan baca meter oleh petugas

Faktor kesalahan baca meter oleh petugas membuat pelanggan menjadi

tidak terima dan enggan untuk melakukan pembayaran rekening listrik. Dalam hal
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terjadi kesalahan baca meter oleh petugas maka PT PLN (Persero) memberikan
kebijakan kepada pelanggan untuk tidak membayar rekening listriknva hingga
dilakukan perbaikan. Sehubungan dengan kesalahan tersebut, pelangpan
dianjurkan untuk mengajukan keberatan ke bagian pelayanan di kantor PT.PLN
(Persero) Distnibusi Jawa Timur Area Pelavanan dan Jaringan Situbondo.
Sclanjutnya, bagian pelayanan meneruskan pengajuan keberatan itu kepada bagian
konsumsi energi. Kemudian rekening pelanggan akan dilakukan pencocokan data
antara milik pelanggan dengan milik petugas.

Apabila kesalahan terdapal pada data milik petupas baca meter, maka
rekening pelanggan akan dilakukan perbatkan yaitu pencocokan data sesuai
dengan jumlah pemakaian pelanggan. Sisa atau kelebihan pada bulan itu akan
dikompensasikan pada pembayaran rckening bulan depan sehingga pelanggan
hanya dikenai biaya beban saja.

Petugas yang melakukan kesalahan baca meter, maka PT.PLN (Persero)
Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo akan memberikan
sanksi kepada petugas baca meter itu melalui CV yang memperkerjakan petugas
baca meter tersebut sebanyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah rekening pelanggan.

2. kesalahan kode kedudukan

Kode kedudukan merupakan pengelompokan suatn identitas pelanggan.
Kode kedudukan antara beberapa pelanggan yang daerahnva berdekatan adalah
sama. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembacaan meter oleh petugas
dan untuk memudahkan pengelompokan pembayaran rekening per periode bayar.
Periode pembayaran rekening listrik di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur
Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo dibagi 2 (dua) kelompok yaitu kelompok
A yang pembayaran rekening listrik mulai dan tanggal 1-10 setiap bulannya dan
kelompok L tanggal 11-20 setiap bulannya.

Petupas yang melakukan kesalahan dalam menentukan kode kedudukan
pelangpan akan mengakibatkan rekening pelanggan tidak muncul sesuai dengan
periode bayar yang seharusnya. Misalnya rekening pelanggan yvang seharusnya
masuk dalam kelompok A akhimya tidak muncul sebagai akibat kesalahan kode
kedudukan tersebut dan ternyata muncul pada kelompok L. Dengan demikian
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pelanggan tidak dapat membayar rekening listriknya sesuai dengan periode
bayamya. Kesalahan kode kedudukan oleh petugas biasanya terjadi pada
pelanggan yang melakukan penvambungan baru tenaga listrik.

Apabila hal ini terjadi pada pelanggan, maka pelanggan dapat
mengadukannya kepada bagian pelayanan. Selanjutnya bagian pelavanan akan
meneruskan ke bagian konsumsi energi. Bagian konsumsi energi ini akan
melakukan perbaikan kesalahan kode kedudukan itu sehingga pada bulan
berikutnya pelanggan dapat membayar rekening listrik sesuai dengan periode
bayamya,

3. alasan ekonomi pelanggan

Penyebab pelanggan tidak membavar tagihan listrik tepat waktu karena
pelanggan kesulitan membayar tagihan listrik disebabkan kondisi ekonomi
pelanggan vang kurang mencukupi untuk melunasi tagihan listrik tersebut.

4. hepergian

Pelanggan lalat membayar tagihan listrik bisa jadi karena pelanggan
tersebut sedang bepergan ke suatu tempat untuk suatu kepentingan.
5. lupa

Setiap orang pasti mempunyai sifat lupa dan hal ini merupakan faktor
alamiah vang dimilikinva. Pelanggan tidak membayar tagihan listrik tepat wakiu
bisa juga karena mereka lupa akan batas waktu pembayaran rekening listriknya
tersebut.

Pemutusan aliran listrik pada dasamya dilakukan oleh PT.PLN (Persero)
[mstribusi JawaTimur Area Pelavanan dan Jaringan Situbondo terhadap pelanggan
listrik tegangan rendah vang tidak melakukan kewajiban membayar rekening
listrik tepat pada waktunya sesuai dengan yang telah ditentukan. Hal imi sesuai
dengan pasal 11 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.
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3.2 Mekanisme Pemutusan Aliran Listrik oleh PT.PLN (Persero) Distribusi
Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo terhadap
Pelanggan Listrik Tegangan Rendah

PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan

Situbondo dalam melakukan pemutusan alivan listrik mulai dari dari pemutusan

sementara hingga pemutusan rampung mempunyai mekanisme sendini yaitu :

a. Pemberian Surat Pembenitahuan Pelaksanaan Pemutusan Sementara

PT.PLN (Persero) mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan

Pemutusan Sementara yang dikirimkan oleh petugas kepada pelanggan yang tidak

melakukan pembayaran rekening listrik tepat waktu. Dalam Surat Pemberitahuan

Pelaksanaan Pemutusan Sementara tercantum jumlah tagihan listrik sclama |

(satu) bulan beserta biava keterlambatannya. Pada saat pemberitahuan Surat

Pelaksanaan Pemutusan Sementara, saat itu juga petugas melakukan pemutusan

aliran listrik untuk sementara. Dengan adanva pemutusan sementara ini, maka

pelanggan tidak dapat memkmati tenaga listrik lagi untuk sementara waktu.

Apabila pelanggan ingin menikmati tenaga listrik lagi, PT PLN (Persero) dapat

menyalurkan tenaga listrik yang diputus sementara itu bila pelanggan telah

melunasi imggakan tagihan listrik beserta biaya keterlambatannya.

b. Pemberian Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Rampung

PT.PLN (Persero) mengeluarkan Surat Pemberitahuan Peclaksanaan

Pemutusan Rampung yang dikirimkan oleh petugas kepada pelanggan yang tidak

melunasi tagihan listrik serta biaya keterlambatannya dalam waktu 60 (enam

puluh) hari setelah pemberitahuan Surat Pemutusan Sementara atau dapat

dikatakan bahwa pelanggan melakukan penunggakan tagihan listrik selama 3

(tiga) bulan berturut-turut. Pada saat pembentahuan Surat Pemutusan Rampung

itu, petugas juga melakukan pemutusan rampung dengan mengambil sebagian

atau seluruh instalasi milik PT.PLN (Persero) yang terpasang pada bangunan

(rumah) milik pelanggan, biasanya yang diambil ialah alal pembatas (MCB) dan

alat pengukur (KWH Meter). Apabila pelanggan ingin menikmati tenaga listrik

lagi maka pelanggan tersebut diberlakukan sebagai pelanggan baru vang harus

membayar Biaya Penyambungan Baru dan Uang Jaminan Langganan sesuai
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dengan ketentuan yang berlaku serta terlebih dahulu melunasi tunggakan tagihan
listrik beserta biayva keterlambatanmya.

Dalam kasus Ibu Setyowati, PT.PLN (Persero) Distnibusi Jawa Timur
Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo melakukan pemutusan aliran listrik sudah
berdasarkan mekanisme tersebut. Hal ini dimulai dan pemulusan sementara
hingga pemutusan rampung. Tanggal 15 Februari 2006 PTPLN (Persero)
mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Sementara dan
sekaligus melakukan pemutusan sementara terhadap aliran listrik pelanggan
tersebut. Kemudian pada tanggal 17 April PT.PLN (Persero) mengeluarkan Surat
Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Rampung dan sekaligus melakukan
pemutusan rampung dengan mengambil KWH Meter yang terpasang pada rumah
pelanggan.

Tindakan pemutusan sementara dilakukan oleh PT.PLN (Persero) sebagai
bentuk peringatan kepada pelanggan yang melakukan penunggakan tagihan listrik
selama 1 (satu) bulan. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Rahmatullah
(Asman Penagihan, tanggal 14 Aprl 2006), tujuan dari pemutusan sementara
adalah :

a. untuk memastikan kapan pelanggan akan melunasi tunggakan listrik beserta
biaya keterlambatannya;

b. untuk mengurangi jumlah pemakaian listrik vang tidak terbayar;

c. untuk mengurangi kerugian yang harus ditanggung oleh PT PLN (Persero).

Tindakan pemutusan rampung merupakan tindakan yang dilakukan olch
PT.PLN (Persero) sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal tersebut telah diatur
dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik pada pasal 11 avat (3) yang menyatakan
bahwa PT.PLN (Persero) berhak melakukan pemutusan rampung apabila
pelanggan tidak melakukan pembayaran rekening histrik selama 3 (tiga) bulan
berturut-turut. Dalam kasus Ibu Setyowati, tidak terdapat adanya kesalahan intern
PT.PLN (Persero) berupa kesalahan baca meter oleh petugas ataupun kesalahan
kode kedudukan, yang menjadi penyebab lbu Setyowati tidak membayar tagihan
listrik tepat waktu, tetapi adalah alasan pribadi dari pelanggan sendiri sehingga
tindakan pemutusan aliran listrik itu sudah dianggap sesuai.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

41

Adanya tindakan pemutusan aliran listrik yang dilakukan oleh PT.PLN
(Persero) ini akan menimbulkan akibat hukum tertentu baik bagi PT.PLN
(Persero) itu sendiri maupun bagi pelanggan. Akibat hukum ini dapat ditinjau dari
faktor-faktor penyebab pelanggan tidak membayar tagihan listrik tepat waktu.

3.3 Akibat Hukum yang timbul dari Adanya Pemutusan Aliran Listrik oleh
PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan
Situbondo terhadap Pelanggan Listrik Tegangan Rendah

Debitur yang tidak memenuhi kewajiban scbagaimana mestinya karena
ada unsur salah padanva, maka ada akibat-akibat hukum yang bisa memimpa
dirinya atas tuntutan dari kreditur.

Tindakan pemutusan aliran listik merupakan tindakan hukum yang
dilakukan oleh PTPLN (Persero) karena pelanggan melakukan wanprestasi
berupa penunggakan rekening listrik. Tindakan hukum adalah tindakan-tindakan
yang menimbulkan akibal hukum dan akibat hukum tersebut memang dikendaki
atau dianggap dikendaki oleh ia atau mereka yang melakukan tindakan hukum,
Satrio (1995 ; 16) mengatakan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan oleh
tindakan hukum secara umum dapat berupa : timbulnya, hapusnya, berpindahnya
atau berubahnya hak-hak vang dipunyai oleh si pelaku,

Menurut Halim (1983 : 31) akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi
dari segala perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum
ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu
vang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap
sebagai akibat hukum.

Pemutusan aliran listrk merupakan suatu upaya untuk mengurangi
kerugian yang lebih besar yang akan ditanggung oleh PT.PLN (Persero). Setiap
bulannya, jumlah pelanggan yang melakukan penunggakan rekening listrik
tidaklah sedikit. Kerugian yang harus ditanggung oleh PT.PLN (Persero) sangat
besar akibat adanya tunggakan tersebut bila jumlah semua tunggakan tersebut
diakumulasikan. Oleh karena itu, PT.PLN (Persero} merasa perlu untuk
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melakukan tindakan pemutusan aliran listrik baik pemutusan sementara maupun
pemutusan rampung kepada pelanggan yang menunggak.

Tindakan pemutusan aliran listrik tersebut membawa akibat hukum

terhadap para pihak, Beberapa faktor penyebab pelanggan menunggak membawa
akibat hukum yang berbeda antara lain :
a. akibat hukum terhadap pelanggan

1)

2)

pemutusan aliran listrik terhadap penunggakan vang disebabkan kesalahan

intem PT.PLN (Persero) maka pelanggan mempunyai hak untuk

mendapatkan perbaikan tanpa harus menanggung biava yang muncul.
pemutusan aliran listrik terhadap penunggakan yang disebabkan alasan
pribadi pelanggan maka menimbulkan akibat -

(a) adanya kewajiban terhadap pelanggan untuk segera melunasi
tunggakan listriknya dan membayar ganti rugi berupa biaya
keterlambatan sebagai akibat pelanggan wanprestasi,

(b) sesum dengan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, apabila telah
dilakukan pemutusan rampung maka perjanjian tersebut berakhir
dengan sendirinya dan  bila pelanggan akan melakukan
penyambungan baru tenaga listrik, maka terhadap pelanggan tersebut
akan diberlakukan sebagai pelanggan baru dengan membayar Biava
Penyambungan Baru dan Uang Jaminan Langganan serta terlebih
dahulu wajib melunasi tunggakan listrik yang sebelumnya

b. akibat hukum terhadap PT PLN (Persero)

1)

2)

pemutusan aliran  listrik  terhadap penunggakan pelanggan yang
disebabkan kesalahan intern PT PLN (Persero), maka PT PLN (Persero)

wayib untuk melakukan perbaikan dan menanggung segala biaya yang
muncul dari perbaikan tersebut

pemutusan  aliran  listrik  terhadap penunggakan pelanggan vang
discbabkan karena alasan pribadi pelanggan maka terhadap PT PILN
(Persern) -
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(a) memperoleh hak untuk melakukan penuntutan pemenuhan prestasi
berupa pelunasan rckening listrik disertai dengan ganti rugi berupa
pembayaran biava keterlambatan;

(b) sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, apabila lerjadi
pemutusan rampung maka perjanjian tersebut berakhir dengan
sendimnya dan PT.PLN (Persero) mempunyai hak untuk
memperlakukan pelanggan layaknya pelanggan baru bila pelanggan
tersebut ingin menikmati tenaga listrik lagi vaitu dengan mengikuti
prosedur pemasangan baru serta membayar Biaya Penyambungan
Baru dan Uang Jaminan Langganan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dengan terlebih dahulu melunasi tunggakan listrik dan biaya
kekertambatannya.

Tindakan pemutusan aliran listrik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero)
terhadap Tbu Setyowati akan menimbulkan akibat hukum tertentu baik bagi Ibu
Setyowali sendini maupun bagi PT PLN (Persero). Akibat hukum pemutusan
aliran listrik bagi Ibu Setyowati yaitu adanya kewajiban untuk segera melunasi
tagihan listrik dan membayar ganti rugi berupa biaya keterlambatan seria apabila
Ibu Setyowati ingin menikmati tenaga listrik lagi maka akan diberlakukan sebagai
pelanggan baru. Sebaliknya akibai hukum pemutusan aliran listrik bagi PT.PLN
(Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo yaitu
PT.PLN (Persero) mempunyai hak untuk melakukan penuntutan pemenuhan
prestasi berupa pelunasan tagihan listrik disertai ganti rugi berupa biaya
keterlambatan serta mempunyai hak untuk memperlakukan Thu Setyowati sebagai
pelanggan baru apabila ingin menikmati tenaga listrik lagi.
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BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis uraitkan maka dapat diambil

beberapa kesimpulan ;
a. Dasar hukum vang digunakan oleh PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo dalam melakukan pemutusan aliran

listrik terhadap pelanggan listnk tegangan rendah adalah pasal 2 ayat (1)

Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 337 K/010/DIR/2003 tentang

Penetapan Biaya Yang Diperhitungkan Kepada Pelanggan yang

dumplementasikan dalam pasal 11 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.

Berdasarkan pasal tersebut, tindakan pemutusan aliran listrik dilakukan oleh

PT.PLN (Persero) karena pelanggan tidak melakukan kewajiban membayar

rekening listrik tepat waktu,

. Mekanisme pemutusan aliran listrik oleh PT.PLN (Perserc) Distribusi Jawa

Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo terhadap pelanggan listrik

tegangan rendah adalah sebagai berikut :

1) Pemberian Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Sementara
PTPLN (Persero) mengeluarkan Surat Pembernitahuan Pelaksanaan
Pemutusan Sementara kepada pelanggan vang tidak membayar rekening
listrik tepat waktu dan saat itu juga pefugas melakukan pemutusan aliran
listrik untuk sementara.

2) Pembenan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Rampung
PT.PLN (Persern) mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan
Pemutusan Rampung kepada pelanggan yang melakukan penunggakan
tagihan listrik selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan saat itn juga petugas
melakukan pemutusan rampung

44
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¢ Akibat Hukum vang timbul dan adanya pemuutsan aliran listrik oleh PT PLN

(Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelavanan dan Jaringan Situbondo

terhadap pelanggan listnk tegangan rendah

1) akibat hukum terhadap pelanggan vaitu © pelanggan mempunyai hak untuk
mendapatkan perbaikan tanpa harus menanggung biayva yang muncul jika
pemutusan aliran listrik karena penunggakan vang discbabkan kesalahan
intern PT.PLN (Persero),dan pelanggan diwajibkan untuk segera melunasi
tunggakan listrik beserta biaya keterlambatan jika pemutusan aliran hstrk
karena penunggakan yang disebabkan alasan pribadi pelanggan.

2) akibat hukum terhadap PT PLN (Persero) yaitu - PT PLN (Persero) wajib
untuk melakukan perbaikan dan menanggung segala biaya yang muncul
jika pemutusan aliran listrik karena penunggakan yang disebabkan
kesalahan intern PT.PLN (Persero), dan PT.PLN (Persero) berhak untuk
melakukan penuntutan pelunasan rekening listrik disertai pembayaran
biaya keterlambatan jika pemutusan aliran hstrik karena penungpakan

vang discbabkan alasan pribadi pelanggan

4.2 Saran

a Hendaknya PT.PLN (Persero) mempertimbangkan lagi sanksi berupa
pemutusan rampung terhadap pelangpan yang melakukan penunggakan
tagihan histrik selama 3 (tiga) bulan berturut-turut karena sanksi imi dirasa
terlalu memberatkan pelangpan.

b. PT.PLN (Perscro) pada waktu mengirimkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan
Pemutusan Sementara maupun Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan
Rampung melalui petugas kepada pelanggan, hendaknya PT.PLN (Persero)
tndak langsung melaksanakan pemutusan sementara maupun pemufusan
rampung, tetapi terlebih dahulu petugas menanyvakan kapan pelanggan akan
melunasi tunggakan histriknva

¢ PTPLN (Persero) hendaknva melakukan penvuluhan  mengenal

ketenagalistnkan khususnva kepada masyarakat ckonomi lemah sehingga

mereka dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pelanggan lisinik.
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Badrulzaman, M.D. 1996. Kitah Undang-1 indemig Hulam Perdata Buku 117
Tentang Perikatan Dengan Penjelasannya. Bandung : Alumni,

- 2005. Aneka Hukum Bisnis. Bandung - Alumni,

Hahm, AR. 1983. Pengantar llmu Hukum Dalam Tanva Jawab. Jakarta -
Ghalia Indonesia.

Muhammad, A.K. 1986, Hukum Perjanjian. Bandung - Alumni,
2000. Hukum Perdata Indonesia. Bandung : PT.Citra

Aditya Bakti.

PLN Distribusi Jawa Timur. 2004. Panduan Listrik Jawa Timur. Surabaya ;
Pro Fajar

Rochiyati, A.E. dkk. 2005, Pedoman Penulisan Karva Tulis {imiah. Jember -
UPT Penerbitan UNEJ.

Satrio, J. 1995. Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian Buku
I. Bandung ; PT.Citra Aditya Bakti

s 1999. Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya, Bandung -
Alumni.

Soemitro, R.H. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta -
Ghalia Indonesia.

Subekti, R 1995, Aneka Perjanjian. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti,

--------- —- 2005. Hukum Perjanjian. Jakarta - PT Intermasa.

b. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan
Undang-Undang nomor § Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
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Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor 336 K/010/DIR/2003 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh
PT.PLN (Persero).

Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor 337 K/010/DIR/2003 tentang
Penetapan Biaya Yang Diperhitungkan Kepada Pelanggan.
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LLAMPIRAN I

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS TEMEER
FAKULTAS HUEUM

1. Kalimanlan 37 ks Tegalhoto Kotak 2oz @ Jemher 68121

o R

MNomor 10327251 1/PEQ 2000 lamber, T3 Harel 2006

Ferihal R B R s ]

SITUBINDA
Dekan Faliiiss Hukwy Universitas Jember Lersema ini dengan hormat

menghadanlan bepads Gauddrs sourahyg mahatisws |

Wagoa CHMINA SAVDRA ACIELIA

RN 1 020710101063

R s -l'."]

Program =3 Ty Higleuin

Mdamal g1 Jaws VI o, 28

Keperjuan | Kosesultaz tenizae Masals

Aleibat Hulum Pernutusan Alipan Listrils Oleh
PT. PLH (Persero) Distribusi Jawa Timur Area
Pelayanan Dan Jaringan S8itubondo Terhadap
Pelangzgan Listrik Tegangan Rendsh

Sehubunien conit hal tersetiot c.alas Kamt mohon hantuan Sa¢ Lizuonys,

el
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Aras bantaan don teriasara vans Sk dari dospian LemrmaRasia
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ABYSAMATIUR naMRIEIRREY, =
L'AEELA#; AMTG PANARUKAN i e |

PERMINTAAN

PENYAMBUNGAN BARU/PERUBAHAN DAYA/PERUBAHAN GOLONGAN TARIF *)
2332233 > PENYAMBUNHGAN BARU {04004 {<L

berandatangan dibawah ini :

LSETYOWATL
af ¥ PANDRAMA S1 B-14 No. Telepon ;

NG - DesaKelurahan
jajuian parmintaan penyambungan baru / perubahan daya / perubahan golongan tarl *) untuk proyek
s SETYOWATT Mo, Pelanggan ;

at - GgULKe ') KK PANDRANA S1 B-14 No. Banigunian

A MO DukuhDusun'fampung/CesaKalurahan ‘FBH KoL ﬁﬁl Kode f*’ﬁ&; 31 900 Mo. Talepan
il Daya menjad tadf Daya

“ kepum;ﬁHi-&ﬁedﬁaﬁ‘ﬁﬁﬁ-'%ﬁﬁlangg&'maha.-'F-'e|'m:|:elar.-'|nr_1u5'.ri.-'Kurﬁm Pamenntah/Penegrangan Jalan Umum/

ning stk mkan dibayar metaiul [oket pernbayaran.‘aua |sas|
ST YGh. PEG. LISNA JL, CEMPAKA NO
pnaEmal g opg TNKASO = [AG )

han dapat dipsrolel ia ti a4l 26-02-2004 )
iR - s SITUBONDD, 26 Pebr gri 7004

Tanda tgngan perminta

Utk ramparoben formulin ini
TIDAK DIPUNGUT BIAYA

*y Corat yang toak parly x



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DISTRIBUSI JAWA TIMUR

AREA PELANANAN

& PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS { o
RTG PANARUKAN

UPP:

ipon. . Telex

: Alamal Kawat ;
ik Pas ; Facsimile :

Bank

nar  3754.8/471/s1h /2004 /M

pirin

thal ¢ Jawaban persetujuan
Fenyambungan Baru

SITUBONDO, 02 Maret 2004
Kepada :
Bapak/lbu/Sdr. SETYOWATI

KK PANORAMA SI B-14 , SBR KOLAK
RT:001 RW:03, Rode Pos: 68351

Afz004/02/26/0109
Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor Agenda

mbusan ;

UL 103

perihal tersebut pada pokok surat, dengan i diberitahukan bahwa untuk :

Nama SETYOWATI

KX PAMORANMA SI B-14

Alamat

dapat disetujui dengan ketentuun sebagai berikut

, SBR KOLAK

No. Pelangean

F00 R1
. Dayabarul 4 Tarif Baru :
Pembatas Arus | b Ampers Tegangan Nominal ; Vaolt
Daya lama ; Tarif Lama :
2. Biaya yang diperhitungkan ;
Biaya Penyambungan Uang Jaminan Biaya Meterai dun Vumdak
(| BP) Pelanggan ( UJL ) __pemasangan instalasi
Rp. 270.000,- Rp. 0900, - Rp. By = Rp. 53560.900,-
Biaya Perubahan Meteral
L= '
REp. Rp. Rp. Rp.
Jumlah Rp. 360.900,-
3. Biaya tersebut mohon dilunasi di
setelah Saudara menanda tangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.
1 { sATU )
4. Ketentuan tersebut butir 1 dan butir 2 berlaku untuk janglka waktu : bular

terhitung mulai tanggal surat ini.

5. Penyelesaian lebih lanjut sesual perjanjian yang ditanda tangam.

6. Apabila Saudara mengalami kesulitan dalam proses penyambungan tenaga listrik ini, mohon meng

hubungi kami,

Demikian mohon maklum dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

v

4

HARI SUBAGIO

T
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PT PLMIPERSER) T

DISTRIBUS] JAWA TIMUR PERUBAHAN DATA PELANGGAN M 08131
AREA PELAYANAN ( PDL 2001 )
i LEPURS BULAN
TAMGEAL 2oL TANGEAL PEAUBAHAN o WOMOR PELANGGAR CEK DIGIT NOMOR PDL MK

CPVEEDER CLLITTTT CHA T 2 ez |

JEN!S MUTASI | KOREKSI

A PERYAMSUMGAN E FPERUBAHAN DAYA H. PERLBEAHAN FUNGS K. FARTOR ®ALIMETER M. PEMUTUSAN RAMPUNG DATA
BAAL] L 2-3-5 PELANGGAMN MASIH ADA DU DIL,
B PETJHAHAN NAKA F. BIAYA PENVAME. &
L | EEAYE S MAKALAN § L SUMHEA THE LISTARIE 0. PEMUTUSAN HAMPUNG DATA
o PRERUBAHAN ALAKAT SEWA PERALATAN & BoMYALLISANNYA PELAMGEAN KELUAR DaRI DiIL,
[ FEaURARAN AR G ANGELURAH J CALAT PEMCLIHLIH & 8. LOmAE] DESA P FASANG HEMBAL) EKS MUTASI N
FEMHAIAS
h ' = __ N AMA KODE GANT! { BALIK KAMA
S =H Tl i :' ¢ . T F 1
E | [ |'| T!Tl __| | | I | | | | l J l=i-3) ﬁl
TR A LK I PO A S : N#-IMAD.-!-N MG PEHUFLILEAR | r-.GMDRBMLmNAN — ;
: ¢ et s 2 | i [l I Fopy i [ . J-|
i | _] | | | rl e _I._I__J_J | [ Li=] | | l I -I
o NCH URT AT KET ||ru: r-:unu;.n .'Hc.-ul-'- IAMPASFEREL RN KODE POS hDM.G:l TELEPOMN
= i | - (% RS T =7 T
O O <2 e S Y R l_!!IIII_III'IIHI
TARIP K. PED TRP DA, . LHD. Dava E v:DIl. HEQUDUKAN PELAHGGAN
: -'1 ! —I- o
D, EEF_! L 3 [ TT O L eSS EErEE
HOMOR KW TAHZ‘SGALJ(W T.lnHEu BP FLPIAH KW .Wbl E-'~" AT K BC MTH KOKLP  KDAEK

o o i a0 O O 5 . 6 I Li AT L]
TﬂNGGAE_KWIIANbI-L KD GOL COPY_ VO PFJ FEH".I‘.I’-

|_ffr_ '_| A |‘=T”””?“'T%nr:l?|?1 L ® g L7

EO RLIFIAH ANGELIRAN PEH BLN I hiA JH GSKE [P BAYAR  LKT TUNGEK  IND MUSKVAmax
B T b e L (RO i

. D FLIPIAH ANGSLIRAN PER BLN LAMA BLTH 15 KE
o I i e N e ﬁ L
28] HiulPlAH ﬁHﬂSUmNFEHjﬂ-LNI L.luM-- BilH GoKE |KDEPT DAY#TFU-FUI K KD SWE
L] |_|!|I|||!__ LL_ &0 i =1 18

SEERUGHN KWH M"FIK KW?" TYF'E KW BOMODR K THTEAS TH 'EUAT

T e P Vi J'JIPIHI/IAI_I FEPPLL L]

TiHL PRGFEAUESN EVARR M HF'. 1‘|’FI: FWARH NOMDR KVARS TH TERA ™ BLIAT

-l |
LMTI_IDI_[ T i N L AP
| | [ 11

|
TOL PSGPEAUERN KVAMAX MERK K"-"AMAK _‘l"F'E KVARLAY, NOMOHR w.m.u

[
[T

WEEE G IREm ||||[ [ TT1] [ ]
| 1]

s
S

16L PEG/IPEAUBHN LONCENG ME an. LDNI:-'NG TPz I.CINC.ENG MCIMCIF[ Lm(:ENG PEHGEEHAK TH BLIAT

PP O (T TT T CITT T U
[l
[T

LAk
aTANMETER PASANG [T | | f’ Dﬂm | | | l ] | [}
3 EWH - LWBP
| |

S5TAN METER CABUT m m |_]— |—| [_]___l | ! | I

TRAFD ARUS (1] TRAFD TEGANGAN (FT) m FARTOR _FALI METER
on TRLLL) @ 4ELTT BT T T LT |_|_|J__J_!_Iz*if_|
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PT. PLK [PERSERD) UNIT Bi3NIS Hal. 1

HSTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA PELAYAMNAN OO o iy
PR, 1
BERITA ACARA
PEMASANGAN / PENYAMBUNGAN / PEMBONGEKARAN *)
SAMBUNGAN TENAGA LISTRIK / e, )

A b MZ’ ceanee tETIGEE] ﬂ; B (}‘} =% ?—f}?-' ':;t“ tzlzh dilaksanakan pemasangan dan penyambungarn /

tpceRATEN * 1 Sengary data sebatst beri=ul

Na,
| | DASAR - PERINTAH KERMA ( TLL | -03 )

Tgl.

Bl e . JENIS PEKERJAAN | MUTAS] =
i Pursatnekrgandant s | 3 [rafie Aris Trefy "o ] e FParyambungan Semeniara =
Farutwilisn _.-'!llf__“. E_l Fa=tar wal Meier (¥ I
boPrusalan Claya WE) T Gt * Treiig L8PV EME N
i ||-:'L:||‘:_;;':.i.]:|7r'_n r-i:;l...l‘..- St SRTT L) I
s Sakalae waktu () T !"'.ﬁ'u"u Karrial a [I-’] 5 B

- 2 # 8 e f P
B i o L LAETR]A Mo Peianguan  pbose ZEY e PR

i | s A SOBFEB LA ittt e !
il r Dlya thanea ) __";'If.-'_ Tatify Ddya (baru ) J”Lf"- g@'@ ....................

PELAKSANAAN

i = '.__l.-u.}n . ! __-_D:.uasang ‘ , Dibongkar
] B+ L |
u |
e | sl e e, e
, K - Sy -A g8 T a |
I = | z_ ,f:f't"?’. !
=5t | Suting / ! ST % Amp
e
s ol A Y S A BRI
o Ptk Ty £ Nomor ,céf.f.‘ @ﬁ .2. } 2’? =t P |
£ Tt Tara ! Tanun Bual 2o )" J (PR e R o
i sHnglinta naler {::IEJ T T Y R
Ttand meser 1 LWHEP s L il e
WWEF b LA e
t Trafe Arus Tralh Tegangan 0y W - 1 — [ W
goFakersal L e el e
— . — L
| Bl kW AR
| 1 Ty !|_:;'| ..............................................
Phare s Tuped WaAmor 00 | e ettt scase s v e e s mim e
! & Fallin Teta ) Tatvn Buat o e
1 § Karestiinka rolar
i ik i
I [, Traft: Arus) Traln, Tegangan T e - W e T - LSRR L I.
| o Eakor e rad e . A
s ' z J

h) C:-.'-_;-l yang lidak periu

A4 TUL. I -10
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Hal, 2
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FT. PLix {(PERSERO)

DISTRIBUSI JAWA TIMUR No 4/5/5’,(952?

AREA PELAYANAM : e ke et R
UPP : 3

_\;‘-\'\
/rlr_‘ | PERINTAH KERJA
PEMASANGAN / PENYAMBUNGAN / PEMBONGKARAN
SAMBUNGAN TENAGA LISTRIK / PENYAMBUNGAN SEMENTARA /........%

7

—k

Diperintahkan kepaoa

[FLI L]

Untuk melaksarsken pemasangah | penyarmbungan ! pemiongkaran =) o

| /| Penyambungan Saru [ A 6. | GarduTang/SLP/SMPISLTMISLTT (L )
2. [ 1 Perubahan Tarif CDg | Pemasang Kemba (P)
a [ | Perubahan Daya i =20 - A ) [ Penyambungan Sementara

4 [ ] APP {4 G ]

5. [ | Trafo Arus, rafo tegangan, { K ) ozjﬂ Cf.

faktar kali meler

pada pelangygan 2
N.g ma Cg%/ = v oo Mo, Pelanggen | L‘?Mﬂ'}/' u"H :
% A

Hl:nlal. _____ A Ee P §ohTm W
Tarif | Daya (lzma) / L9 LN Tarif § Daya ! (baru) /ﬁf AN |1 ?&'p Mt

Dengan data pendukung

Ma k Urialan ) Tgl. . Mamaor Keterangan
1 Kuitansi B P
Kuitansi U J L K -3 - Ly
Ferintan Pamulusan Rampung
{ TUL M- 02}

Laparan Gangguan

it — - | ? L =

Berita Acara Pelaksanaan
Mo, N N i | R e

Catatan

' | Beri tanda V untuk yang dimaksud
“ Coret yang tidak periu

A4 | TULI-09
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PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS
2} DISTRIBUSI JAV'A TIMUR
AREA PELAYANAN

UpPpP: ¥ . .
g f No. ; 77
-Ham&oﬂm 2004/03/003841 00 397 2
- KUITANSI
i ooar -
1 SETYOWATI :
Mo, Pelanggan :
| Bayar HekERRANORAMA SI-B.14 SBR KOLAK RT.001 RW.03 KODE POS 68351 LA.0368204-5
2| Lmigh |Fi,::|. i o J
EES—— G —— —

L ] -
i _lﬁ-ﬁEHrE_ AN-PULUH RIBU SEMBILAN RATUS RUPIAH m= 1 .

-0

-0 Agenda Permeohonan MNo.A/2004/02/26/109

-0 Tarif/Days : R1/900VA

80,900.00 400123100
-i-'-'ﬁ
80,500.00 Situbondo, 02 Maret 2004 e
P
A\ .f-. .
Managar, '
-“ .-’ﬂ
=%
N = 5

HARI SUBAGIO
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s SURAT PERJANJIA' JUAL BEW
e DATA, L3
Momar .o N A
by bask il Sml @88 tangoal. 24 butan . Pebraard...... ahun . 200k. ... Jang bertanda tangan & bawah Ind
- up-tda PT. PLH [ Parserg |} Unit Pelayanan P wHan berdasarkan Surl Kuasa K
ko HARISUBAGIO '19.'1. i A ED, GM. D{.S.anmnl A0 0B w0 Dortindak uniik dan atas nama

PT. PLM {Ponuru]

yahg berkedudukan L e o i
solanjutnya dalam Sural Perfanjlan In| disebul @ FIHA'E"’-'EE

SEYOWAT.... . mema puShriKol,

............ No.KTP. L8 4

PIHAK KEDUA,

camatan Panarukan Kabupalen Situbﬁ:ﬂdﬂ
wavy Solanjutnya dalam Sural Perjanjlan inl diselid

FIHAK PERTAMA barsédia imenjual fonaga lsUK kepada FIHAK KEOUA dan PIHAK KEDUA barsadla memb el teoana Beliik
PIHAK F'Eﬂigu‘-’a alilfﬂ hign disalurkan unltuk %ﬁaﬁﬂw.ﬁrﬂ millk PIHAK KEDUA yang lorlatak dl Desa Sumbern, Eplak

Kacamatan SRR EMAS L. (5 8 [T EE | e ey ety e e R P dangan kelantuan sabagalmana tiuracan barbout ;

CBIEX PERJANJILN
PASAL 1
Daya lstrli tarsambung sebesar daya900 VA Teganyan
Zi0 Vel (balas deviadl logangan moksimal 5 % dia'as
fogangan namkial dard 10% dibawaly lugargan nominal,
Frokwans! 30 rorlz :b;hs dovlas! frukwons! +~ 1% dan
Gowngan Tarll yang akan clsalwxan  ekal PIHAK
PERTAMA Ko poersll/Babigunan PIHAK KEDLUA,

SYARAT-Z. PENYAMBUNGAN TENAGA LISTRIK
Pasal 2

Feayambungan aliran etk akan difaks anakan olsly

PIHAK PERTAMA seleldh PIHAK KEOUA

& Mombayar Blaya Panyambungan (BP) dan Uang
Jaminan Lanpggoanal (UJLY kapada FHAK PERTAMA,
dar.

Lo hestalus] Honowh dctel dipeses oldi Bl Tekulk (W00
yung kerdafier puda PULAK PEICTAMA slo bksys sendlirl
darl PIHAK KEDUA dan tatah slap uniik dibe t
logan gan,

o chpablia catam Jdangka wioklu 2 (dua) bulan sk
purmbsyaren blaya panyambungasn dan bang Jaminsan
wWhgoann,  Perwambungans Hsirik  lidalk dapal

dilalitonsien dinaronaian  kolldok  slapan  dal
imslalasl Tolangpan yang menkdl Tanggung Jawids
PIHAY KEDRUA, soria df subabkan oloh halkhal faln
maka I"arfanflan inl meanjac! balal dan PIHAK KEDUA
fdak  capal momlsta kembal blaya penyambingan
yang ledah dibayar Kopada PIHAK PER TANA,

LHlaYa PERYAMOUNGAN (8P)
Pasal 3
{17 Llaya Penpambungan (BP) sebagaknana Pasal L burup
¢ Perlanlan Inl  adnlah  sobosor jbﬂ

I1

{2

!

VA % fAp . _355......_..............:.-Rp 270000.

e e o b e e 1o arus dllunasl
folembal = lordrainya '.’ Ill.\..jl.]||:| fiwt karfa sojak
Hepndatanganan Porjanian ol

[&) Hliya Penyambungan [BF) torsebut ayot (1) Pasal nl
bolurn termasuk  Lea malacal yang monjadl boban
FIHAK HEDUA

(3} Biaya Penyambungan yang tolah dilsayarkan ol
PirHAK KECUA kepada PIHAK PERTANMA sopanuiniya
monjadl hak PIHAK PERTAMA

UANG JAMIANAN LANGGANAN (LIL)
Pasal 4
(1) UANG JAMIANAN LAHGGANAN [UJL) sobagalmana
dimaksud Pasal 1 hurup @ Parjanjian ol gcslan
sobosar Y . YA % Rpo 101,
Hn?ﬂgﬂﬁgﬂ? .............................................. k
2] L'-'WG JARLAMAN LANGGANAN (UJL) lorsebul aval (1)
Pasal iy blsa borpbah dengiy slad lanpa porsolujsan
PIHAK KECUA digesuakian dengan Tarly Dasar

13

Terapa Listrik yang Larlahu sebagalmaia dilelapkan
Femerlilah, Porubaban Goangan  Tardl, dan Perubalis
Daya slrik PIHAK KEDUA.

BATAS KEPEMILIKAN DAN TANGIUNG JAY AL
Paral 5

FIHAK PERTAMA buwlanppany  besab atae kislalas!
kolunaga Hsirlkan milk PHAK FEATAMA mulal  darl
j-nilng]:l.n Distribusl & ampal dengas APP Palanpgan,
PIHAK KEDUA butanggung Jewad alan kuslalocl mlilk
PIHAK KEDUA atau Polaigpan dad APP sampal dangan
w nyala

HAI PIHAK PERTAMA
Pasal @

Dol rangha penyedian divy peiyawran uonaga 16k

Ropada PIHAK KEDUA, PIHAK PEHTAMA builiak unluk

4 Momasang alal pembatas dan pengukur [ APP ) df
parshuangunad miilk PIHAK EEDUA

U Momasukl alpupun melnlas o plas dan alse di baeeraly
persiVangunan PIHAK KEDUA dan mongpuosakan iy
Lntuk seponiara wakiu,

€ Mepcbang slan snenstany ook - lundoadin stk
PIHAK EEDUA yaiig peibslayshan sl menggaiggu
Kelangauugun penyalurun lensge third,

d Momerksa Inslabs] dl lempal PHAK KEDUA balk
sobokim maupun seswkdan mwedapad | ponyalusan
fonapa llstrk .

o Monoenlubkan  slstom penyambungan pada  Inslalasl
PIHAK KEDUA

FIHAK PERTAMA  Dorhok untuk monghonbkan ponyauran
fonaga liglrlk tanpa parderian ganli rogl dalam  benwy
apapun  hepada PIHAK KEDUA -opadila Leejadl nal - hal
sobagal borikid ¢

a  Sobab kahar [Forco Majaura),

b Terladl gangguan pada Inslalasl PIHAK PERTAMA
yiung diak batean akeh kegagalan cperas| peralatan

¢ Torjadi sualu hal pada Instalasl PiHAK FERTAMA atay
Inglalasi PIHAK KEDUA  vang mambahayskan
ponyaluran lenaga sk davaay kopenlngan daiy
kepulamatan  winwn dany J alag keselaymatan  jkva
madiuela;

d  Terjadl ha! = hal  yasg danggsp maenbahay aks
koamanan dasraly dien [ alau Keunanan Hopgara;

8  Tordapal polaksaisan  pekecjaan  pemellacaan,
porbalkan ganggua, eiluasa) alal
robudillilas] bistalas! millk PIHAK FERTAMA yangy
barhubungan dengan Inslelasl PIHAK KEDUA,

I Alas Pwindal yanp berwalb alal Pegigadilan,

PIHAK PERTAMA  bothok  moogamiill  (hwlakan slas

polinggaman  yang tilakuhan clely PiHax KEDUA

tarlvadap porjanlan kil
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Fooan KEWAJEAN PIMAK PERTANMA
- Pasal 7

1) PIHAK PERTAMA borkowafban
fsirik dungan mutu sebagaknana dimaksud dalum
porfanjan inl

(2] PIHAK PERTAMA borkowajban monyakirkan Nelik
" kopada PIHAK KEDUA selambiat = lambatiya 7 (i)
Harl  sesudah  PIHAK KEDUA  maenyelosakian
kowalban pada pasal 2 dad 3 senta lelah
manyorahkan jaminan nalalast

3] PIHAK PERTAMA  borkewajban memlaiel
ponguriman dan alau pornbedilabuan bagl PIHAK
KEDUA maliul maodle mansas apabila penyaduron
tenaga Jlstrlk pork dbwnlkan kareta pouuaty Tl
yang lotuh droncanohan, solmbal-dambalnys 104
Jum sobaotum panghonitan lenaga poiysliran Ik irik,

4] FiHAR PERTAMA Lisihowa)ban  melakiion
pervaltkan § penpgganiian  alas gANOgLAn Korusaezn
pada sambungin  lenaga Mtk gan [ alay

perRnghapan APP, saleian gifiolatl PIHAK KEDUM

HAK PIHAK, KEDUA
Pasal @

1] PalAY KEDUA bochiak unluk mondapatkan pelayanan
lanagn istrk secara berkaslnambungan drugan e
swfual dergan perjanjian, kecuall apabdia furjari
hal — hiad sebapsknana ulselind dalun Pasal 6 ayal (2}
Pl I‘,.:.Il’ll! ik

= PIHAK KEDUA Sorhak  slus pelayanan pusbaban
lprhatap gangguan, pomadaman alad periyimpangsn
atas it lenaga Yk yaing dealurkan,

3} BHAK KEDUA EBerhak mandapalkan Komponsasl

tatiupa medukel  Bliya Oebat  alas  pongiuoniian

penyduran lenags Lsirik yang Lerbngeung lorus
maners molebitil wakiu  3x M jam  (upa kall dui
pulsh empal] jam yang besanyya setual dengan
halenluan yang borlahu, kecual blia pangheniian
ponyalran lonaga Bslilk digspliabkan hal = hal

sabagalmany yang dimakswl datam Pasal B ayal (2]

Perjanjan ok

PIHAK MEOUA Liwhak alzs pengemballan Jarminanan

Langganan | UL | solekah Uipmiviunghan denyen

tagtian fekening lsielc dan Taghan - Tagihan laln

PitAK KEDUA, yang belum diunasl apalia P janfan
il heraknle Kurena sebab apapun.

i

KEWAIBAN PIHAK KETUA
Pasal 8

(1] PlHAK KEOUA ‘wajl ((FIATA (N paca kuloilaen
fitang  parsyaraisy panyarhuegan lrvaga sl
kologun  tonliog | nstalel  Selenags  |llsas,
waturtiion tentang  Torhy  Dasor  Lliwik  dan
woldftuy = Kolentuan lalin yang berkallan gengan
polakganadn jual bell tonaga lelrlk yang Lioflakw yang
Uik oluerkan oloh Pamorliataly

(4} PiHAK KEDUA wapo menyoedlakan Jompal yang am.ar
wnluk pemasangan  alal Peirtialas  dan Ponguiar
AP P milk PIHAK PERTAMA,

13 FIHAK KEDUA wall moinbor] (in kopada PIHAR
PEATAMA unluk imanpgunakan haknys sabagalmanae
i rsebu dala Pasal 6 Parjanjlian il

(4] PIHAE KEDUA walb monjaga Instala st miilk PIAAK
PERTAMA yang lorpasong dl porst dandulau
ban gunan FIKAK KEGUA agar solaku datam Koadaan
balk gen segar melaporkan kopada PIRAK PERTARA
apapabila dkotomukan Kalalnam ulau Horusakan.

PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING LISTRIK BULANAN
Pasal 10
(171 PIHAK KEDUA wa s ma ik agar harga Jusl tervaga
ittlk yang lorcamiium datam rakaniig sk sotkup
bulan soeual tagihan PlEAK PERTAMA, pada langgal
yang ditelapian olah PIHAK PERTAMA, kocual

|mE}@H@JuRﬁ‘QﬁLSitO I";-

{2)

S

{3

[d)

(o

{1

[

1]

(3)

{6

Ap
lonaga llsirle yang ol sebabkan
mgngokibalian  borkurangry? giwigl
PIHAK KEDUA borsodla

purabayaran yang dlapkas
salislh

ppatila tanggal tersebul jatuh pada hall Mlaggutiarl ibur
maka peinbayarul dundul sampal dengan hal
i ja,collempdl permbayaman PIHAK PERTAMA,
yang talah ditentukan.
Rokenling uniuk pomakalan tonaga kil PIHAK KEDUA
akan dlperhiungkan atas dasar jumilah Pomakialan lenaga
b bl selama 1 [satu) bulah susual dengan hasd
pombacaan dan poncatalan meter yang tdakukan olely
potugis PIHAK PERTAMA.
Harga Jual lenaga Wslrs sobapalmana dimaksud ayad
{1 Pasal bl bla berubah dengan alau fampa pssiLaan
PIHAK KEDUA disosualian Tasll Dasar lislris yang berlaky,
[anpa peru dibuatdan amandamest
PUIAK KEDUA mombayar rekondag [lirk sesual dongan
gumnﬂam yan( loiukir dadam skt penguiur millk PIHAK
ERTAMA dl lokasl PIHAK KEDUA, Ketabilban danfalau
hokurmigan  powbayaran oleh PIHAK KEDUA  aean
diparhifunghan el kadua  bolh plhak  wnluk
monyesualkan dungan panakalan yang sobonanya

SANKS! KETENLAMBATAN PEMBAYARAN REHEHING

BULAKAN

Pasal11
Apablla PIHAK KEDUA ldak dapat molusasl rekening
Hgiflk subagalinana yang dimaksud calam Pasal 10 ayal iV}
Parfanflan Ty PIHAK  KEDLA pnendupal s
pembecbahiuan  penidusan semontara  dal  PIHAK
PEMTAMA dan dikunal blays kelsdambalen  dehgan
pumberkatian lertudis dad PIHAR PERTAMA.
Poryakuran kanieall femaga NsUR yang lalah OlputdE
samoniara sian dilakukan okh PHAK FEARTAMA swlulili
seimus  rekening Uk yang leilndang beilsid  biaya
K lodambalamya dbayar kaias okli PIHAK REDUA,
Apalilla PRIAK KEDUA Udak dapal malurmsl tekeriog
Hisirik budanan yang lertuilang Lot Llaym bowlwi laenbinlaii
dalam wakie 60 [ oiam pubals ) hoal kadendasr sajak tasppad
pemberialbuan sural panadusan semailar, maka PIHAK
EEATAMA bulak melakukan pemudusan rampung berpa
penghengan penyaluran lenaga Hsirk dangan muigandill
sebahiaglan atau seluruh hislabs] sk miR PIHAK
FERTAMA yang lerpasang pada pers?/bangunan PUIAK
KEDUA
Apabifia PIHAK PERTAMA {alaly marrRgus FRITEUNG §aiwa)
tenaga lisirik PIHAK KEDUA, maka perjanlan il dengan
sancliringa berakhir,
Pengambi™ sebagln  alau solwuh  lnatalanl  lstek
cobagatmana dimakzid 2yal 3 Pazal Inl hdak rmengur angl
howajiban PIHAK HEDUA atau ahl wahknga T L]
okgnast  sanwa rekening stk yang tectnidalig Dol
litayd Wolerlambalannys gatalili dipsiiunghan Jengal
Uang jandnan lnggans yang acke
Apablla  terjadi  porputusan perfanjan selagy  kioad
pomULsAn mrgung dan PIHAK KEDUA Lai kol o 6
rwlakulay  Penyambongan bad menyahekan Karriall
tenagd  lebrlnya maka techadap PiHAK KEDUA s
diborinkukan ssbagalmana sunbungan bau dan haTya
ykan ditaksanoizn solelah PIHAK KEOUA nekanas) blaya
Ponyambsuisgan Bary dan Uang Jaminan Langganan sanil
kolontuan yanp bocaku saria dhwajukan torebih dably
nohinas! lunpgakan sobapaimana dirmakaud datam ayad (2]
Pasol Nk

PEHGUK UIRAN PEMAK. ALAN TEMAODA LISTHIK
Pasal 12
wila divelemubkan kosalalian dalam (o yguibeier aiy ek alan
masalah  lehuds YWy
stk lorukur, maa
mombayar  lagihan  Kekurangan
wlaly PULAK PERTAMA webissa

pombayaran eorgl sk yad bolum  lerimw

torsgbul dan perhiunganiyd sesudl denga Wi bows alakian
pada inelor pongukur Lorsalaat.
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P ERM:I}LE\N BANGUNAN [ PERSIL PIHAK KED'IA

! KEPADA PIHAIC LAIN

i FASAL 12

‘Apatlla PI{AK KEDUA monyewakinn banguoan § persl|
besartz  swnbungan fonaga  bstrlk  kepada  “IHAC

LAIN maka  sogaia aklbal hukum yang Umbul tensiasil
wevafuan | nambay ar blaya [ Wwnggakan Liluya
dimeksud pada pasal 10 porjanjan Inf sebagal akibil
sowa medyewa lorssbuf, letap mankdl  langpong
fawal  PIHAK KEDOUA unllk melunasing kapiada
PIHAN, PERTAMA,
Apablla PIHAK KEGUA mengalnkan kepemllkan alas
bargunan | porsl bosoria sambiungan  tenaga  lsirlk
kopada PIHAK LA bak karona  Jual Boll  rnaujdn
spbab - sobub laln, PIHAK HKEDUA walb molaporlan
parathan forsohud  secora {oclulls  Kopada PIHAK
PERTAMA | paling lambal 14 | empal belas | harl
walpndor lawidtung  sofai taegoal  poraliban untuk
dliskuriwy baik pama Ke pomlik yang Band.
y Ababiia kelentuan lersebul dalam ayat {2) pasalin] tlak
tlponuhl, PIHAK KEOUWA hartanggung Jawal alas
sepala kosplohan | polanggaran yang dlukukain peailll

barik

ol

LARANGAN « LARANGAN
Pasal 14

AHAK KEQUA dilarang menjuad dan alau membstkan
tgpaga lsirik yang dibell dan  diorling dar FIHAK
PFEATAMA kupada plhak lan dl kiar banponan f pecsl]
PIHAK KEDUA lanpa sopeagulahuan dan porsalufean
lortiudls darl PIHAK PERTAMA

PIHAK KEOUA dengan cara dan dalll apapun dilarang
meiusak / alae mecubali peralalan Isirlk millx PIHAK
PERTAMA sobagalmana dimaksud calam pasal 5 ayal
(1} perlanjlan Jual Bsll Tenaga Lislrix bl gacara ol ak
Cdan PIHAK KEDUA wajbh muombayar faglhan susean
vang dialukan PIMAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA dllarang mamakal tenaga lebik sofals
paruntlkan sesual dungan Paripngas il

PIHAK KEOUA dilar ang momidab-nindalika porsla ;.
Lt PIHAK PERATMA Laipa solfn PIHAK PERTF A -
(5] Apaldtn holopluan fersaebal  dakam ayal 1) somjpad
san (A} pasal il dliaiggar, maic PIHAK PERTA A/
s mansdius penyaluran  leraga Futri dan
otttk Porfunfian ual bell tenaga llsirk 10l £1cen
4 W odlarl PIHAK  KEDUN walb mumilayar g lbyau
cusulan pany dajukan PIHAK PERTAMA

1

)

Y

i

S ETYONATL.

BERLAKU DAN BERAKHIRHYA PERJARJAN
Pasal15

M) sural  Paorlanflan Il berlaku mulal  tanpgal
ditandalanpand dlandalangan! unluk kunun wakly yang
{idak lerbalas dengan memparhatlian lata core dan
Jangka wakiu pengakhlran  sebagakmana {ersebut
i:Inlam Pasal 11 ayal [3) dan Pasal 14 ayal {5) perjanjlan
ni,
Apablla  PRAK  KEDOUA  okan moengaklibl Sursd
Porfanjlan ), maka PHAK KEDUA Haruw g ajukan
Perrohonan secara tortulls kopada PIHAK PERTAMA
Pungakhlran Sural Perlanjan Il Derlaku solelahy
pormeanan tersebutl diatas diswudl secara fellulle
oloh PIHAK PERTAMA.
Calam Lol terjudl pomuiusen porjanflin wvocers
saplhak olulh PIHAK PERTAMA sebigalmana
dimaksud Paal 11 syot {4) dan Pasal 14 ayust {3
porfanjlen Inl kodus bolsh pliek sepekel doluk
\ldak memberiokukan Pasul 1288 dan 1287 KUH
Pordota, Sahinggn pomULLeEEn rampung!
pamulusen  patjanflun depet Ullakukan  FlHARK
FERTAMA tampa priu terlebll dahule menungg
kapulusan Huklm Pongudilen.

2

(2}

AMANDEMEN/ADDENDUM
Pasal 14
Sugala  kolunluan  yang  balumfeurang  diatur ihalam
Porfanan Inl dapal doualkan Armandarmardsddandum
danpa porsolupan kedua bolsh plliak,

1
FENYELESALAN PERBELISIHAN PENOAPAT

Pazal 17
Durgan  Udak paniplrang! Kelenjiuan Pasad 40
Porjangan ful,  apablly  lerjad] perssimban peidapsd

dalum rangha pulukeanaa Perjanjian Il yang tdak dajsal
cleulisakan secard musyinworah, kedua  belah phak
sopakal  untuk  melnyar ko punysieeaaninys  pada
yypaditan Hegerd Sltutronde,

PENUTLIP

Pasal 14
Surdl Pedbanflan bl dibost dadan 2 (s} rangka asl
Barmaleral dan mempunyal Kokuale I1ukurnsf;u1 BTl
Jag il L[j;uu_r:,.ﬁ:!.nlfh:lh;:l Jua brokah Rk 4 Luubﬂ'ﬁljﬁ
pada boelle L - = U WiV A - S ——
pulaL Pabruari..... lahun Eﬂ'ﬁjil.

PIHAK PERTAMA
PT. PLN (PERSERO)

UP PANARUKA

HARI SUBAGIO
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PERNYATAAN JAMINAN I_I\'STAI.AEI PELANGGAN
Pemor 'O YSMNSTRS | 72004

Yung bertunde tangan dibawal jui :

Nama : SYAMSLIL ARTFIN

Tabatan  Pemunggung Jawab Telmle CV. SIN AR '
Dralum hol int bertindols untuls dan atas noma I
P ON: eINAR

Alzmat Kantor 1 I Panji Anem No. 02 Siinbenda

Mo Telepheon R (0338) 670179 ........... No. Faxcinmilla

Mo, STHA R IS 1 .t gt oL

Menyatakan dengan sesunggulmyn balwa

1. Kami bertanggmumng jawab sepenuhnya atas Instalasi Pelanggan yang telah kami pasung pada baoguan /
porsil atas nama ! LSETYOWATT it ieeenrs s e ds e s s bbb
Terletak di jalan .. KK . PANORAMA  BLOEB. . A4 . ...coiiiiamsinmeoicesinnenetsiciemaan e emsa s e e s s stenesn e amsansns
RT: g4 RW...03.... Desu/ Keluruhun SvmbersKolak  iade Pos 68351

1. Instalasi Pelangoan pada bangunan/persil tersebul Lutir 1 diatas telah memenuhi kelentuan tentang
Parsyaratan Penyanbungan Tenaga Listrik dan Instalasi Ectonogalistrikan serfa stap anbd dialin Hstrik
dori PLN sesund dengan Surnt Jowaban Perselujumn Nomor © oo aiisssssiessrssssssinsianins
T B SR | SRRENER el daya tersambung : ............. R sitinies MALRVAR]
Pembatasan arus 1 ... x... % ... Ampere dan tegangan nominal ; ,..820..... .............Volt. Uraizan
telmis adalah sebagaimana tercanturn dalam lampiran permyataan i,

3. Kami bertongguug jowab sepenubnyn otas segela ekibot huloun vang limibat terbindap kesalnhnn telnis dan
kejadiun tekms dengan disambungyn Instalest listrik PLN ke J'IIEtl‘dlEbRI Pelonggan pada bangunan { persii
tersebut pada butir 1 diatas,

4. Apabila izl pemyataan ind kemudian termyata tUdak sesum dengan keadnm sobenmmya tagea melilia

npapun penyebnbiyn makn smiksi yang dintur dalam ketentuan yang berlubu di PLN luigsung dikenndon
oleh PLN kepada kam, :

5. Kami melepaskan hak kami untuk menuntut PLN dalam benluk apapun apabila kepada kiami
dikenukan sanksi sebagaimana tersebut dalam butir 4 diatas,

Demikian pernyatonn jaminan Instalasi Pelanggan ini knmi buat dengin sebennniyi

Sibondo, . 24-Februarie........... 2004

Peusmaeringmwnls Telinil

ST AT

DIDIKSISWANTO ' SYAMSUL ARITTN
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= penguduk yang bersanghulan diaaibhan mengajukan peurrnhuna_n wnluh memp
Karlu Tanda Perduduk yang ban, Pelanggaran tachadap kalonduat inl diancali g
pittana kurunganidanda sesual dergan peralwran perundang-undangan yang b
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g

No. S TI50 %

I'habi =)

" PENYELESAIAN PEMUTUSAN SEMENTARA SAMBUNGAN TENAGA LISTRIK

Kepada i,

MNama
Mo, Pelanggan
Alamat

Dals Rekening [ st ¢ - Ll

S AT

D A Loy

tm iy

14k [y,

bl

Ay B

T
i

Kade Kedudukan =

Lot L Gl

ST CR B LY S

EEROLE ST SO A gy
Tarif { Daya g i 2 oA po !
Rekening bulan K 1 YL Jumlah ; S5 Lbr. Rp
Jumlah Blaya Ketertambatan &4 bulan - = ' 1 Rp. 29995
. P —
_J e Jumiah Rp.
- o~ 27 A
F y
_ NJ,-I" = 0200
iny
[kl ok, CEMFRKE 5 S0 kg i
Prilaksanman Peminsan Semantasa Pelnksanass Puryaméongan femnal
_ Angka Fedudusan Meter ARRE kB Keduduhan Motes Ascal
Vangoal LWER wip WA Tanggad LWBF | VB VAT
(576 236 | B l J
= fan Paml Marrs dan Pagi
Polgheans | = ] Petniang | [
1 M‘J-wm “::W“HIJ:.::-E E TR AT e TRl
Cabatan ’ Manager
AS TUL V- 0
L
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PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA PELAYANAN :  S1TUBONDO

upp - PANARUKAN/STPITGK Mo, : BER17042006-06293-
: INKASG: 51650AG
Tgl. Cetak: 17/04/2006:UPPNR KELOMPOR: A
PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PEMUTUSAN RAMPUNG SAMBUNGAN TENAGA LISTRIK
Kepada Y.
Mama ; BETYOWATI
Mo. Patanggan - LAO362045/516500362044 Koda Kedudukan : LAAPNEGO 1000
Alamat Kk PANORAMA 5.1 B-14 No. RBW: ,RT: SR KECLAK 63351
GARDU: STDRDO3ACHJFOO280C01
Tarf { Daya R1 900 o
Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan pelaksanaan pemutusan sementara No., ! tanggal temyata
hingga saat ini Saudara belum juga melunasi rekening listrik beserta Biaya Keterlambatan seluruhnya berjumlah Bp. 82.545

sebagaimana dimaksud dalam sural tersebut di atas, maka daengan ini dibentahukan bahwa pada hari ini sambungan tenaga listrik ke
Instalasi Saudara terpaksa kami putus rampung

Demikian mohon maklum.

Manager,

Untuk BL/TH:02Z/2006-04 /2006 WIDODG SUPRTANTO

7} Cioves warg bk cerd
E5 TULYI - D3
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LAMPIRAN IV

PT PLN (PERSERO)

DISTRIBUSI JAWA TIMUR

APJ SITUBONDO

UNIT PELAYANAN PANARUKAN

SURAT KETERANGAN
NO. HO1.SKTHYZ/UP.PNK/2006

Yang bertanda tangan dibawah ini -

Nama - Widodo Suprianto
Nomor Induk 6383366 -1
Jabatan : PH.Manajer Unit Pelayanan Panarukan

Dengan it menerangkan bahwa

Nama : Nina Sandra Amelia

NIM 1 020710101063

Program Studi - Hmu Hukum

Program Pendidikan : Fakultas Hukum / Universitas Jember
Alamat - JI. Cempaka 11 Gang Seruni — Situbondo
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